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Februari 

KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, LKIP Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 telah selesai disusun. Penyelesaian LKIP 

Tahun 2022 ini merupakan wujud dari tanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan 

yang telah dilaksanakan selama satu tahun berjalan. 

LKIP Tahun 2022 berisikan tentang capaian kinerja BPBD terhadap pelaksanaan 

programyang telah disusun tahun 2022 dan pelaksanaan kegiatan serta realisasi penyerapan 

anggaran Tahun 2022. 

Bahwa kami menyadari LKIP ini masih ada beberapa program dan kegiatan yang 

masih belum tercapai, karena keterbatasan sumberdaya aparatur dan kemampuan teknis, akan 

tetapi kekurangan ini akan menjadi evaluasi dan koreksi untuk penyusunan program kegiatan 

Tahun 2022 agar dapat diperbaiki dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

 Kami juga menyadari bahwa LKIP ini masih jauh dari sempurna dan oleh karena itu 

perlu masukan dan kritik yang konstruktif untuk perbaikan. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Sesuai dengan penerapan  Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana dan PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana. Dimaksudkan agar Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah sebagai lembaga yang fokus terhadap penanganan kebencanaan di daerah 

kabupaten yang bersinergi dengan lembaga/ SOPD terkait. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Kabupaten Tapin, berperan sebagai 

lembaga yang menangani masalah kebencanaan yang meliputi dari pra bencana, pada 

saat terjadi bencana dan pasca bencana. Pada Dasarnya BPBD mempunyai fungsi 

sebagai sebagai berikut : 

1. Fungsi koordinasi yaitu melaksanakan koordinasi dengan lembaga / instansi 

teknis lainnya secara vertikal maupun horizontal dan dengan lembaga non 

pemerintah. 

2. Fungsi komando yaitu jika terjadi tanggap darurat bencana BPBD berfungsi 

sebagai komando pengendalian operasional kebencanaan didaerah dengan 

melibatkan semua unsur terkait.  

3. Fungsi penyelenggara yaitu BPBD dapat melaksanakan atau menyeleggarakan 

kegiatan kebencanaan terdiri dari 3 macam : 

a. Penyelenggaraan pada saat tidak terjadi bencana. 

b. Penyelenggaraan pada saat terdapat potensi bencana. 

c. Penyelenggaraan pada saat terjadi bencana (tanggap darurat) dan 

pemulihan. 

d.  Penyelenggara Rehabilitasi dan Rekontruksi.            
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Secara terencana, terpadu  dan menyeluruh dengan melibatkan peran  aktif 

lembaga sosial masyarakat lainnya serta menetapkan kebijaksanaan penanggulangan 

bencana yang sinergis antara kebijaksanaan daerah dengan Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana diharapkan peran Pemerintah daerah dalam penanganan 

bencana dapat terlakasana dengan baik sesuai dengan standar penanganan bencana. 

VISI 

“ Terwujudnya Masyarakat Tapin yang tanggap, tangkas dan tangguh dalam 

menanggulangi bencana “. 

MISI  

 

a. Meningkatkan Kapasitas kelembagaan dan tatalaksana kerja. 

b. Melindungi Masyarakat Kabupaten Tapin dari ancaman bencana melalui  

pengurangan resiko bencana. 

c. Mewujudkan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, 

terkoordinasi dan menyeluruh, cepat, tepat dan akurat serta akuntabel. 

d. Mewujudkan kerjasama antar pihak dalam penyelengaraan bencana. 

Untuk pencapaian misi tersebut diperlukan adanya suatu kerjasama yang 

sinergis antar lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah serta 

masyarakat terkait (stakeholders) untuk dapat melaksanakan program kegiatan dalam 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran 

kinerja yang direncanakan. 

B. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan  

 Meningkatkan Kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan 

fungsi. 

 Meningkatkan Kualitas Hasil monitoring dan evaluasi kinerja. 

 Terwujudnya Peningkatan kapasitas Masyarakat tentang kebencanaan. 
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 Terwujudnya Penanganan kejadian bencana dan tanggap darurat dengan baik. 

 Meningkatkan Pemulihan Objek yang terdampak bencana. 

Sasaran  

 Meningkatnya Kelancaran Pelayanan administrasi Perkantoran. 

 Meningkatnya  Sarana dan Prasarana kerja yang refresentatif. 

 Meningkatnya Pencatatan dan Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan. 

 Meningkatkan Kapasitas Masyarakat tentang Kebencanaan. 

 Penanganan kejadian bencana dan tanggap darurat dengan baik. 

 Pemulihan objek yang terdampak bencana. 

C. Strategi dan Kebijakan 

Strategi  

a) Pemenuhan kebutuhan administrasi , sarana dan prasarana kantor. 

b) Peningkatan dukungan sarana dan prasarana Kerja aparatur. 

c) Pemenuhan Perlengkapan Atribut PNS. 

d) Peningkatan Efektifitas Monitoring dan efisiensi kerja Badan Penanggulangan 

bencana daerah. 

e) Peningkatan kemitraan antar stakeholder/ pihak-pihak terkait dalam 

penanggulangan bencana. 

f) Peningkatan kesadaran Masyarakat dan dunia Usaha. 

g) Peningkatan kesiapsiagaan tanggap terhadap bencana. 

h) Optimalisasi pemulihan terhadap dampak bencana. 

Kebijakan  

 Meningkatnya Efisiensi administrasi Pekantoran. 

 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas sarana dan Prasarana Kantor. 

 Meningkatkan Kedisiplinan PNS. 

 Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pada semua kegiatan Badan 

Penanggulangan bencana daerah. 
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 Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana yang terencana, terarah, 

terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel. 

 Melaksanakan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui 

Pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana. 

 Melaksanakan SOP tanggap darurat bencana. 

 Melaksanakan bantuan peralatan dan logistik secara cepat dan tepat. 

 Melaksanakan Pemulihan sarana dan prasarana Fisik dan Non fisik diwilayah 

pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh. 

D. Dasar Hukum 

Dasar hukum pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Kabupaten Tapin adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin 

Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin  dan Peraturan Bupati Tapin 

Nomor 25 tahun 2016 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Badan 

Penanggulanga Bencana Daerah Kabupaten Tapin. 

E. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi 

1. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dalam 

pasal 6 sampai dengan pasal 25 dalam peraturan daerah No 09 tahun 2016 yang 

struktur organisasinya terdiri dari : kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 

unsur pengarah, dan unsur pelaksana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. 
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LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN 

NOMOR 09 TAHUN  2016 

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN 

 

Susunan Organisasi Badan Penangulangan Bencana  Daerah Kabupaten 

Tapin terdiri dari : 

a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

b. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

c. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari : 

1) Sub Bagian Program dan Pelaporan. 

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

3) Sub Bagian Keuangan. 

d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari : 
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1) Sub Bidang Pencegahan. 

2) Sub Bidang Kesiapsiagaan.  

e. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari : 

1) Sub Bidang Kedaruratan. 

2) Sub Bidang Logistik. 

f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari : 

1) Sub Bidang Rehabilitasi. 

2) Sub Bidang Rekonstruksi. 

2. Tugas Pokok dan Fungsi 

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 

09 Tahun 2016, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulanan Bencana  Daerah 

(BPBD)  Kabupaten Tapin adalah : 

a) Tugas Pokok :   

a. Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan   

bencana yang mencakup pencegahan bencana yang mencakup pencegahan 

bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan 

merata. 

b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana berdasarkan peraturan perundang undangan. 

c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan  peta rawan bencana  

d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana. 

e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang. 

h. Mempertanggungjawabkan  penggunaan anggaran yang diterima dari 

anggaran pendapatan dan belanja daerah ; dan  

i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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b) F u n g s i      : 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi ; 

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan 

penanganan pengungsi dengan bertindak tepat dan cepat, efektif dan efesien ; 

dan 

b. Koordinasi kegiatan penggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan 

menyeluruh. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempuyai tugas : 

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan 

bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, 

rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata ; 

b. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan      penanggulangan 

bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan ; 

c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ; 

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana; 

e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana ; 

f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati sebulan 

sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana ; 

g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ; 

h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran 

pendapatan dan belanja daerah ; dan 

i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan  ; 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas sebagai berikut : 

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penanggulangan bencana 

yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitas serta 

rekonstruksi akibat bencana secara adil dan merata ; 
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b. merumuskan, menetapkan kebijakan operasional, standarisasi dan kebutuhan 

penyelenggaraan penanggulangan bencana ; 

c. merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan penanggulangan 

bencana ; 

d.  merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyusunan, penetapan 

dan pengembangan informasi peta rawan bencana ; 

e.  merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengembangan informasi 

Daerah rawanbencana ; 

f.  merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan prosedur tetap 

penanggulangan bencana ; 

g.  merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan 

penanggulangan bencana ; 

h.  merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengendalian 

pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ; 

i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang 

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 

j. menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada 

Bupati setiap bulan sekali dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana ; dan 

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh  Bupati sesuai bidang 

tugas dan tanggung jawabnya ; 

(3). Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah : 

a. Pengarah Penanggulangan Bencana ; dan 

b. Pelaksana Penanggulangan Bencana. 

(1) Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyusun konsep 

pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah, memantau dan 

mengevaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. 
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(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. menganalisa dan mengembangkan informasi potensi bencana Daerah; 

b. menganalisa dan mengembangkan informasi peristiwa bencana 

Daerah; 

c. potensi menganalisa dan mengembangkan informasi potensi 

penanggulangan bencana Daerah;  

d. menghimpun dan menginventarisasikan kebijakan penanganan 

penanggulangan bencana Daerah; 

e. merumuskan dan menyusun konsep pengembangan dan pemanfaatan 

teknologi penanganan dan penanggulangan bencana Daerah; 

f. merumuskan dan menyusun konsep pengaturan teknologi yang 

berpotensi sebagai sumber ancaman atau bencana Daerah; 

g. merumuskan dan menyusun konsep kerjasama penanganan dan 

penanggulangan bencana Daerah; 

h. memantau dan mengevaluasi efektivitas kegiatan penanganan dan 

penanggulangan bencana Daerah;  

i. membantu dan mengevaluasi efektivitan pelaksanaan kebijakan dan 

penanggulangan bencana Daerah; dan 

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. 

 

Pelaksana Penanggulangan Bencana : 

(1) Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan 

penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat 

tanggap darurat dan pascabencana. 

(2) Uraian tugas sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)  adalah sebagai berikut : 
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a. melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraana penanganan dan 

penanggulangan bencana; 

b. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pencegahan bencana ; 

c.  mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengenalan dan 

pengkajian potensi ancaman bencana; 

d. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dan 

pengurangan resiko bencana; 

e. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pemaduan 

penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan Daerah; 

f. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program kesiapan 

penanggulangan bencana; 

g. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan  

peringatan dini dalam penanggulangan bencana; 

h. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan mitigasi 

dalam penanggulangan bencana; 

i. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program penanganan tanggap 

darurat; 

j. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dampak 

kerusakan; 

k. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program rehabilitasi dampak 

kerusakan bencana; 

l. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program rekonstruksi dampak 

kerusakan bencana; 

m. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan; dan 

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 

bidang tugas dan tanggung jawabnya. 

(3) Unsur-unsur Organisasi Pelaksana Penanggulangan Bencana terdiri dari: 
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a. Sekretariat ; 

b. Bidang Pencegahan dan Kesiagaan ; 

c.  Bidang Kedaruratan dan Logistrik ;  

d.  Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ; dan 

e.  Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Sekretariat : 

(1) Sekretariat mempunyai tugas mengelenggarakan kegiatan penyusunan 

 program, pengelolaan penatausahaan keuangan, ketatausahaan, rumah 

 tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta

 administrasi Kepegawaian. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan 

kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data bencana; 

b. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan 

kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan serta pelaporan kegiatan 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

c. Menyusun program, membina, mengatur, memantau dan mengevaluasi 

pelaksanaan penyusunan rencana anggaran; 

d. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi penatausahaan 

Keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Keuangan; 

e. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan 

urusan ketatausahaan; 

f. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan 

urusan rumah tangga dan perlengkapan; 

g. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan 

hubungan masyarakat dan keprotokolan; 
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h. Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi 

efektivitas Organisasi dan Ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi 

Kepegawaian; dan 

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang 

tugas dan tanggung jawabannya. 

(3) Unsur-unsur Organisasi Sekretariat adalah : 

a. Sub Bagian Program ; 

b. Sub Bagian Keuangan :  

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

(1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan 

dan penyajian data, penyusunan program dan rencana kegiatan, monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan kegiatan. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan program, 

perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan ; 

b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data bencana; 

c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan 

rencana kegiatan ; 

d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan program 

rencana terintegrasi ; 

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan 

rencana kegiatan ; 

f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan bahan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Dokumen Perencanaan ; 

g. Menyiapkan bahan menyusun dokumen-dokumen Rencana Stratejik Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah  
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h. Menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Bupati/Laporan Penyelenggaraan Daerah Tahunan dan Lima Tahunan, 

Laporan Akuntabilitasi Kenerja dan Laporan Tahunan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah 

i. Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan 

kinerja pelaksanaan tugas penyusunan program dan rencana,evaluasi dan 

pelaporan ; dan 

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas 

dan tanggu jawabnya. 

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan 

mengelola administrasi Keuangan serta menyusun laporan pertanggungjawaban 

pengelolaan anggaran. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan 

pengelolaan penatausahaanKeuangan; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung, 

anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah ; 

c. melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran dan rencana 

pendapatan dan penerimaan ; 

d. menyiapkan bahanpenyusunan dan penegasan dokumen anggaran ; 

e. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan ; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran ; 

g. menyiapkan bahan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan 

anggaran ; 

h. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola keuangan ; 
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i. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan 

kinerja penyusunan rencana anggaran, penatausahaan keuangan dan laporan 

pertanggungjawaban pengelolaan anggaran ; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugas dan 

tanggung jawabnya. 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan 

ketatausahaan, rumah tangga, peralatan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan 

keprotokolan serta mengelola administrasi kepegawaian. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan 

ketatausahaan, rumah tangga, peralatan dan perlengkapan, hubungan 

masyrakat dan keprotokolan, Organisasi dan Ketatalaksanaan serta 

pengelolaan administrasi Kepegawaian ;  

b. mengelola urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pencetakan dan 

ekspedisi ; 

c. melaksanakan kegiatan penyimpanan, pemilihan, pemindahan dan 

penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip ; 

d. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas ; 

e. melaksanakan pengaturan tata ruang kantor, penerangan,penyediaan air 

bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan Kantor serta 

mengatur perparkiran ; 

f. menyiapkan bahan dan menyusun  Rancangan Kebutuhan Barang Unit ( 

RKBU ) sesuai kebutuhan ; 

g. melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan  pemeliharaan, distribusi, 

inventarisasi dan penghapusan barang-barang inventaris ; 

h. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan ; 

i. menyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan ; 
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j. menyiapkan bahan analisis dan melaksanakan evaluasi efektivitas Organisasi 

dan Ketatalaksanaan ; 

k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pegawai berdasarkan 

besetting formative ; 

l. menyiapkan bahan dan memproses mutasi Kepegawaian meliputi mutasi 

jabatan, mutasi kepangkatan, mutasi gaji dan pemberhentian pegawai ; 

m. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, 

pengawasan melekat, peningkatan kesejahtraan, pendidikan dan pelatihan, 

pemberian penghargaan dan sanksi Kepegawaian ; 

n. menyiapkan bahan dan menyusun Daftar Urut Kepangkatan, dan mengelola 

dokumentasi / berkas Kepegawaian, serta mengolah data dan menyajikan 

informasi Kepegawaian ; 

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi kinerja individual 

Kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik Kepegawaian ; 

p. menyiapkan bahan, melaksanaan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan 

kinerja pelaksanaan tugas pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, 

perlengkapan dan administrasi Kepegawaian ; dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas 

dan tanggung jawabnya. 

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan : 

(1) Bidang Pencegahan dan Kesiagaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, 

pembinaan dan fasilitas penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi 

bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terhadap ancaman bencana. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan 

mengevaluasi penyusunan rencana penganggulangan bencana; 
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b. menyusun program,mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan 

mengevaluasi kegiatan pengurangan risiko bencana ; 

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan 

mengevaluasi kegiatan pencegahan bencana ; 

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan 

mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana ; 

e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan 

mengevaluasi kesiapsiagaan terhadap potensi bencana ; 

f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan 

mengevaluasi kegiatan  peringatan dini terjadinya bencana ; 

g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan 

mengevaluasi kegiatan mitigasi bencana ; dan 

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai 

bidang tugas dan tanggung jawabnya. 

(3) Unsur-unsur Organisasi Bidang Pencegahan dan Kesiagaan adalah : 

(1) Sub Bidang Pencegahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun 

rencana penanggulangan bencana, memfasilitasi upaya pengurangan risiko 

bencana, analisis risiko bencana, penegakan tata ruang dan penerapan 

persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pencegahan 

bencana; 

b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pencegahan 

bencana ; 

c. menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi ancaman dan 

risiko bencana ; 
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d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana 

penanggulangan bencana ; 

e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana ; 

f. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan 

pengurangan resiko terjadinya bencana Daerah ; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi upaya 

pengurangan resiko bencana ; 

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis risiko bencana ; 

i. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemantauan dan 

penegakan rencana tata ruang ; 

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pemantauan dan 

penegakan rencana tata ruang ; 

k. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penetapan dan 

penerapan standar teknis penanggulangan bencana ; 

l. menyiapkan bahan dan menyusun rencana persyaratan standarteknis 

penanggulangan bencana ; 

m. menyiapkan bahan dan memantau penerapan persyaratan standar teknis 

penanggulangan bencana ; 

n. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun 

laporan kinerja pelaksanaan tugas penyusunan rencana penanggulangan 

bencana, fasilitas upaya pengurangan risiko bencana, analisis risiko 

bencana, penegakan tata ruang dan penerapan persyaratan standar teknis 

penanggulangan bencana ; dan 

o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pencegahan dan Kesiagaan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. 

(3) Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan 

melaksanakan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan 
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penerapan peringatan dini dan menyelenggarakan kegiatan mitigasi bencana 

serta bimbingan teknis penanggulangan bencana.. 

(4) Uraian tugas  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) adalah sebagai berikut  : 

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kesiapsiagaan 

terhadap ancaman bencana ; 

b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengembangan 

kesiapsiagaan atas bencana ; 

c. menghimpun, mengolah dan menyajikan data kesiapsiagaan atas 

ancaman bencana ; 

d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana 

penanggulangan kedaruratan bencana ; 

e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penerapan uji coba 

rencana penanggulangan kedaruratan bencana ; 

f. menyiapkan bahan, menyusun dan menerapkan uji coba rencana 

penanggulangan kedaruratan bencana ; 

g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengorganisasian, 

pemasangan dan pengujian system peringatan dini terhadap ancaman 

bencana ; 

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis 

pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini 

terhadap ancaman bencana ;  

i. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan 

analisis penyediaan dan penyiapkan barang pasokan pemenuhan 

kebutuhan dasar ; 

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan 

penyiapkan barang pasokan kebutuhan dasar ; 
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k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis 

pengorganisasian, penyuluhan dan gladi tentang mekanisme tanggap 

darurat ; 

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan  

penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan 

prasarana dan sarana ; 

m. menyiapkanbahan dan melaksanakan kerjasama, pemantauan dan 

pelaksanaan penataan ruang ; 

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengaturan 

pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan ; 

o. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan kerjasama 

pendidikan, pelatihan dan penyuluhan mitigasi bencana ; 

p. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun 

laporan kinerja kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, 

pengembangan dan penerapan peringatan dini dan penyelenggaraan 

kegiatan mitigasi bencana ; dan 

q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai bidang tugas dan tanggung 

jawabnya. 

Bidang Kedaruratan dan Logistik : 

(1)  Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, 

pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan 

fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan 

kebutuhan dasar dan logistik pada saat tanggap darurat.  

(2) Uraian tugas  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) adalah sebagai berikut  : 
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a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan 

mengevaluasi kegiatan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian 

terjadinya bencana ; 

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan 

mengevaluasi penentuan status keadaan darurat bencana; 

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina mengendalikan dan 

mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana ; 

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan 

mengevaluasi kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena 

bencana ; 

e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan 

mengevaluasi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena 

bencana ; 

f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan 

mengevaluasi kegiatan perlindungan kelompok rentan ; 

g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan 

danmengevaluasi kegiatan pemberian bantuan kebutuhan dasar dan logistik ; 

dan 

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai 

bidang tugas dan tanggung jawabnya. 

i. Penyelenggaraan pengendalian operasional bencana 

(3)  Unsur-unsur Organisasi Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah : 

a. Sub Bidang Kedaruratan ; dan 

b. Sub Bidang Logistik. 

(1) Sub Bidang Kedaruratan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan 

melaksanakan kajian keadaan darurat, memfasilitasi pengerahan sumber daya 

untuk menyelamatkan dan mengevaluasi korban bencana. 
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(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  sebagai berikut : 

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penanganan kedaruratan ; 

b. mengumpulkan, mengolah,menganalisa dan menyajikandata kedaruratan ; 

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian secara cepat dan 

tepat terhadap lokasi bencana dan kerusakan ; 

d. menyiapkan dan melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap 

lokasi bencana ; 

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi cakupan 

lokasi bencana ; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi jumlah 

korban bencana ; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis 

gangguan pelayanan umum dan pemerintahan . 

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi 

sumberdaya alam maupun buatan ; 

i. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penetapan status keadaan 

darurat bencana ; 

j. menyiapkan bahan penetapan status keadaan darurat bencana ; 

k. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penyelamatan dan 

evakuasi masyarakat korban bencana ; 

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyelamatan dan evakuasi 

masyarakat korban bencana ; 

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengerahan sumberdaya dalam 

penyelamatan dan evakuasi masyarakan korban bencana ; 

n. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan 

kinerja pengkajian keadaan darurat, fasilitasi pengerahan sumberdaya dalam 

penyelamatan dan evakuasi korban bencana  
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o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Kedaruratan dan Logistik sesuai Bidang tugas dan tanggung jawabnya. 

p. Menyelenggarakan pengendalian operasional bencana 

q. Menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan 

bencana 

r. Menghimpun dan mengolah data dan informasi tentang kebencanaan 

s. Menyampaikan data dan informasi tentang kebencanaan 

t. Menyelenggarakan kegiatan dan operasional untuk mengatasi bencana dalam 

situasi darurat bencana 

(1) Sub Bidang Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan 

kajian tingkat kerusakan akibat bencana, perlindungan kelompok rentan, 

pemenuhan kebutuhan dasar dan Logistik. 

(2) Uraian tugas  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) adalah sebagai berikut  : 

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengkajian tingkat 

kerusakan, perlindungan kelompok rentan dan pemenuhan kebutuhan 

dasardan logistik ; 

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan 

akibat bencana, kelompokrentan dan kebutuhan dasar dan logistik ; 

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian tingkat 

kerusakan akibat bencana ; 

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasansesuai bidang tugas. 

e. Menyampaikan dan mendistribusikan logistik untuk kebutuhan bencana  

f. Menyusun penyediaan dan pengadaan kebutuhan logistik untuk bencana  

g. Melaksanakan administrasi pembukuan dan penyimpanan logistik 

 

 

 



 

 

 

 

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN BAB I 

 

 

BPBD Kab.Tapin TA.2022 
23 

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi : 

(1)  Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan 

koordinasi pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi 

kerusakan akibat bencana. 

(2) Uraian tugas  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) adalah sebagai berikut  : 

a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan 

dan mengevaluasi kegiatan perbaikan lingkungan ; 

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan 

dan mengevaluasi kegiatan perbaikan sarana prasarana umum; 

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan 

dan mengevaluasi kegiatan pemulihan Sosial psikologi ; 

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan 

dan mengevaluasi kegiatan pemulihan Sosial Ekonomis ; 

e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan 

dan mengevaluasi kegiatan pemulihan Sosial Budaya ;  

f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan 

dan mengevaluasi kegiatan pemulihan pelayanan kesehatan ; 

g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan 

dan mengevaluasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan ; 

h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan 

dan mengevaluasi kegiatan pemulihan pelayanan publik; 

i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan 

dan mengevaluasi kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban ; 

j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan 

dan mengevaluasi kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana Sosial 

masyarakat dan keagamaan ; 
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k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan 

dan mengevaluasi kegiatan pembangkitan kembali kehidupan Sosial Budaya 

masyarakat ; 

l. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan 

dan mengevaluasi kegiatan pengembangan partisipasi lembaga dan Organisasi 

kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat ; 

m. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan 

dan mengevaluasi kegiatan peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi 

Sosial, Ekonomi dan Budaya ; dan 

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksanaan sesuai 

bidang tugas dan tanggung jawabnya. 

(5) Unsur-unsur Organisasi Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi terdiri dari : 

a. Sub Bidan Rehabilitasi ; dan 

b. Sub Bidang Rekontruksi. 

(1) Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi 

rehabilitasi kerusakan akibat bencana, memfasilitasi dan melaksanakan 

kerjasama perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum dan keagamaan, 

pemlihan Sosial psikologis, Sosial Ekonomis dan Budaya Sosial, fungsi 

pemerintahan dan fungsi pelayanan masyarakat, keamanan dan ketertiban. 

(2) Uraian tugas  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) adalah sebagai berikut  : 

a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyiapan bahan 

koordinasi rehabilitasi lingkungan, fasilitasi dan kerjasama rehabilitasi 

dampak bencana ; 

b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data kerusakan 

akibat bencana ; 

c. Menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi lingkungan daerah bencana; 
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d. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tingkat 

kerusakan lingkungan ; 

e. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan 

kerusakan lingkungan ; 

f. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kerusakan 

prasarana dan sarana umum dan keagamaan ; 

g. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan 

prasarana dan sarana umum dan keagamaan ; 

h. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi dampak 

negatif sosial psikologis masyarakat ; 

i. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan 

kondisi Sosial psikologis masyarakat ; 

j. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pelayanan 

kesehatan korban bencana ; 

k. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama kegiatan 

rekonsiliasi dan resolusi konflik ; 

l. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan 

Sosial, Ekonomi, dan Budaya ; 

m. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan 

keamanan dan ketertiban ; 

n. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan 

fungsi Pemerintah ; 

o. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan 

fungsi pelayanan publik ; 

p. Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kinerja 

penyiapan bahan koordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana, fasilitasi 

dan kerjasama rehabilitasi dampak bencana ; dan 
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q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Rehabilitasi dan Rekontruksi sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. 

(1)  Sub Bidang Rekontruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi 

rekontruksi Sosial, Ekonomi, Budaya dan sarana prasarana, memfasilitasi dan 

melaksanakan kerjasama pembangkitan kembali kehidupan Sosial Budaya 

masyarakat, pengembangan partisipasi lembaga dan Organisasi kemasyarakatan, 

dunia usaha dan masyarakat, penigkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi 

Sosial, Ekonomi dan Budaya. 

(2) Uraian tugas  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) adalah sebagai berikut  : 

a. Menyiapkan bahandan menyusun rencana kegiatan penyiapan bahan 

koordinasi rekontruksi Sosial, Ekonomi, Budaya, sarana dan prasarana, serta 

kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan akibat bencana ; 

b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kerusakan lingkungan 

masyarakat ; 

c. Menyiapkan bahan koordinasi rekontruksi Sosial, Ekonomi, Budaya, sarana 

dan prasarana ; 

d. Menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis fasilitasi dan kerjasama 

pembangunan kembali   dampak kerusakan bencana baik fisik maupun non 

fisik ; 

e. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan 

kembali prasarana dan sarana ; 

f. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan 

kembali sarana Sosial masyarakat ; 

g. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan 

kembali kehidupan Sosial Budaya masyarakat ; 

h. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama penerapan 

rencana bangun yang tepat ; 
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i. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama penggunaan 

teknologi yang lebih baik dan tahan bencana ; 

j. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama 

pengembangan partisipasi dan peran serta lembaga dan Organisasi 

kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; 

k. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan 

kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya ; 

l. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan 

fungsi pelayanan publik ; 

m. Menyiapkan  bahan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kinerja 

penyiapan bahan koordinasi rekonstruksi Sosial, Ekonomi, Budaya, sarana 

dan prasarana, fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak 

kerusakan akibat bencana ; dan 

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya; 

 Kelompok  Jabatan Fungsional 

Uraian tugas  Kelompok Jabatan Fungsional diatur dan ditetapkan 

sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

F. Dukungan SDM 

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan-kegiatan 

lainnya BPBD Kabupaten Tapin didukung oleh aparatur sipil negara yang 

berjumlah 16 orang dibantu 5 orang tenaga kontrak Administrasi, 12 orang Satgas 

dan 6 orang Operator Pusdalops, 2 orang petugas keamanan kantor serta 2 orang 

petugas kebersihan. Untuk lebih jelasnya komposisi Pegawai BPBD dapat dilihat 

pada tabel disebelah : 
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Tabel.2.1. 

Jumlah Pegawai, Latar Belakang Pendidikan, Tingkat Pendidikan, Jabatan, 

Pangkat dan Golongan s/d akhir Desember 2022. 

 

No Nama dan NIP 
Latar Belakang 

Pendidikan 

Tingkat 

Pendidikan 
Jabatan/Pangkat/Golongan 

1 
H. RANIANSYAH, S.Sos, M.AP 

196411071987031009 

Magister 

Administrasi 

Publik 

S-2 
Kepala  Pelaksana 

/ Pembina Utama Muda/IV.c 

2 
H. TAUPIQURAHMAN,S.Sos,ME 

19711005 1998031 011 

Megister 

Ekonomi 
S-2 

Sekretaris/Pembina Tingkat I 

/IV.b 

3 
H. SYAHRADI, S.IP, MM 

19720808 199203 1 006 

Magister 

Manajemen 
S-2 

Kabid.Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan/Pembina/IV.a 

4 
H. A. SYOFYAN, S.AP, MM 

19770221 199803 1 009 

Magister 

Manajemen 
S-2 

Kabid Kedaruratan dan 

Logistik/Pembina I/IV.a 

5 
ALPIAN ANSHARY, SE, MM 

19720911 200604 1 005 

Magister 

Manajemen 
S-2 

JF. Penata Penanggulangan 

Bencana/Pembina/IV.a 

6 
DIDIK SUGITO, S. Kom 

19820309 200904 1 004 

Sarjana 

Komputer 
S-1 

Kabid.Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi/Penata Tingkat I 

/III.d 

7 
GITA RAMADHANA, S.Kom 

19870508 200904 2 004 

Sarjana 

Komputer 
S-1 

Kasubbag.Program dan 

Pelaporan /Penata Tingkat I /III.d 

8 
KHAIRANI, S.Sos 

19710818 199203 1 012 
Sarjana Sosial S-1 

JF. Penata Penanggulangan 

Bencana/Penata Tingkat I/III.d 

9 
Hj. HERLIANA, S.AP 

19720402 200604 2 017 

Sarjana Adm. 

Publik 
S-1 

Kasubbag.Umum dan 

Kepegawaian/Penata /III.c 

10 
YESTHITA A.W, ST 

19841105 201503 2 001 
Sarjana Teknik S-1 

Pranata Bencana 

/ Penata Muda Tingkat I /III.b 

11 
RAHMAD FAJAR, S.T 

19940721 201903 1 002 
Sarjana Teknik S-1 

Plt.Kepala Sub Bagian 

Keuangan/Penata Muda / III.a 

12 
MUHAMMAD AINI 

19740416 200604 1 008 
SLTA SLTA 

Pengelola Pemanfaatan 

Barang Milik Daerah/Penata 

Muda/III.a 

13 
RAMADHANI 

19740914 200604 1 003 
SLTA SLTA 

Bendahara Pengeluaran /Penata 

Muda/III.a 

14 
RUSDIANA 

19741112 2007012 019 
SLTA SLTA 

Pengelola Logistik/Pengatur  

Tingkat I/II.d 

Sumber : DUK Subbag Umum dan Kepegawaian, Tahun 2022 
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Tabel.2.2. 

Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) per Jabatan 

s/d akhir Desember 2022 

 

NO NAMA JABATAN KET 

1 JAINI, ME TENAGA ADMINISTRASI  

2 WAHIDAH, S.Pd TENAGA ADMINISTRASI  

3 M. ALI NORDIN, S.Kom TENAGA ADMINISTRASI  

4 TAUPIK NOR RAHMAN, S. Kom TENAGA ADMINISTRASI  

5 SITI FATIMAH, S. Kom TENAGA ADMINISTRASI  

6 RAHMANI, S.Kom TENAGA PUSDALOPS  

7 M. NAJMI FADILAH, S.Kom TENAGA PUSDALOPS  

8 RAHMAT AMRULLAH, S. Kom TENAGA PUSDALOPS  

9 M. IKHSAN TENAGA PUSDALOPS  

10 SABIRIN TENAGA PUSDALOPS  

11 AHMAD DAHLAN TENAGA PUSDALOPS  

12 M. DHIKA ABDILAH SATUAN PETUGAS  

13 SYAFRUDIN SATUAN PETUGAS  

14 SYAHYUDIN NOOR SATUAN PETUGAS  

15 RIYANDIE PRANA BAKTI SATUAN PETUGAS  

16 M. SYAFWAN ZAIDAN SATUAN PETUGAS  

17 M. AZRUL AZIS SATUAN PETUGAS  

18 JAILANI SATUAN PETUGAS  

19 M. USTAZA SATUAN PETUGAS  

20 TAUFIK RAHMAN SATUAN PETUGAS  

21 BAHRUDIN SATUAN PETUGAS  

22 M. MUGNI MARHABAN SATUAN PETUGAS  

23 MUHAMMAD AHYAT SATUAN PETUGAS  

24 M. HAIQAL AKBAR LUBIS SATUAN PETUGAS  

25 DAIDIN PETUGAS KEBERSIHAN  

26 RASYIDI PETUGAS KEBERSIHAN  

27 RISNADI PETUGAS KEAMANAN  

Sumber : DUK Subbag Umum dan Kepegawaian, Tahun 2022 
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G. Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan 

organisasi perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu 

membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bidang 

Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

mempunyai rincian tugas merencanakan, melaksanakan, 

mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kebijakan 

pemerintahan dibidang penanggulangan bencana sesuai dengan 

kebijakan pemerintah daerah. Berbagai permasalahan yang masih 

dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Tapin adalah: 

a. Di aspek kebijakan Penanggulangan Bencana: 

i. Belum adanya landasan hukum berkait penanggulangan 

bencana yang komprehensif di Kabupaten Tapin. 

ii. Sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana 

dari pendekatan responsif ke pendekatan preventif. 

iii. Pengurangan indeks risiko bencana belum menjadi 

landasan dasar pembangunan padahal hampir semua 

daerah di Kabupaten Tapin rentan bencana. 

iv. Penanggulangan Bencana masih bersifat sektoral dan 

kondisional, perlu sinkronisasi program dan kegiatan 

berkait pengurangan resiko bencana. 

b. Dalam aspek Kelembagaan 

i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah relatif masih 

banyak belajar untuk melaksanakan penanggulangan 

bencana secara ideal. 

ii. Masih adanya program kebencanaan di SKPD lain 

(overlapping) dan tidak sinkron. 

c. Dalam aspek Ketugasan: 

i. Bencana yang datang tidak terduga, sehingga harus 

melaksanakan fungsi kesiapsiagaan dan respon tanggap 

darurat yang mempuni. 
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ii. Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung 

bersifat responsive sehingga menimbulkan dampak yang 

besar. 

iii. Masih minimnya relawan siaga bencana. 

iv. Rehabilitasi dan rekonstruksi yang sekiranya akan 

membutuhan biaya yang cukup besar. 

v. Belum adanya dukungan sumber daya yang memadai 

dan jumlah anggaran. 

Selain itu, peralatan, sarana dan prasarana serta personil yang 

dimiliki kurang memadai, kuantitas dan kualitas SDM yang belum optimal 

menyebabkan penanggulangan bencana belum optimal. Dengan demikian 

dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan pokok yang dihadapi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin adalah “Belum 

optimalnya kualitas penanganan bencana”. 

Permasalahan pokok secara rinci dapat dipetakan kedalam 

permasalahan dan akar masalah sebagaimana terlihat pada tabel 

dibawah ini : 

 

Tabel 1. 

Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi BPBD 
 

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

1

. 

Belum Optimalnya 
Pelaksanaa Peraturan 
dan perundangan 

Belum Optimalnya 

Pelaksanaan Tupoksi 

kurang optimalnya 

pelaksanaan Standar 

Pelayanan Kebencanaan  

2 Belum Optimalnya 

Sumberdaya manusia 

yang tersedia 

Belum optimalnya 

Pelatihan dan 

Peningkatan SDM 

kurangnya SDM yang 

berkompeten dalam 

penanganan Kebencanaan 

3 Belum optimalnya 

dukungan sumberdaya 

anggaran 

Anggaran masih hanya 

untuk kebutuhan reguler 

BPBD 

Belum optimalnya 

pelaksanaan anggaran 

kegiatan 

4 Kurangnya Sarana dan 

Prasarana 

Sarana dan prasarana 

untuk memenuhi tugas 

kurang memadai 

Masih kurangnya Sarana dan 

prasarana untuk memenuhi 

tugas yang masih kurang 
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memadai 

5 Belum Optimalnya  

Pengurangan resiko 

bencana (mitigasi) 

Belum optimalnya 

penerapan Rencana 

Aksi Daerah dan 

pengurangan Resiko 

Bencana (RAD/PRB) 

Masih kurangnya pelaksanaan 

PRB di wilayah rawan bencana 

6 Belum Optimalnya 

Pemetaan daerah 

rawan bencana 

Belum optimalnya Peta 

daerah rawan bencana 

dan belum 

tersosialisasikan 

keseluruh wilayah 

kecamatan 

Masih Kurangnya kegiatan 

sosialisasi daerah rawan 

bencana 

7 Belum Optimalnya 

Pengembangan 

partisipasi masyarakat 

dalam penaggulangan 

bencana 

Belum terbentuknya unit 

Cegah Siaga, forum 

yang menampung 

aspirasi masyarakat 

dalam PB 

Masih kurangnya peran serta 

masyarakat yang dikoordinir 

oleh BPBD dalam 

penanggulangan bencana 

8 Belum optimalnya 

Penaggulangan 

bencana 

Penanggulangan 

bencana masih bersifat 

parsial 

Penanggulangan bencana 

belum terpadu secara 

maksimal 

9 Belum optimalnya 

Penanganan 

rehabilitasi dan 

rekontruksi pasca 

bencana 

Belum terpenuhinya 

rehabilitasi dan 

rekontruksi secara 

menyeluruh 

Belum optimalnya 

pelaksanaan rehabilitasi dan 

rekontruksi pasca bencana 

 

Dalam melaksanakan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Tapin memiliki beberapa permasalahan. Permasalahan ini 

merupakan kondisi nyata yang tidak sebanding dengan apa yang diinginkan 

sehingga dapat mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai dan  harus diatasi.  

Terdapat dua permasalahan yang dihadapi ada yang bersifat internal dan 

ekternal, yaitu  : 

1. Masalah Internal 

Permasalah internal adalah permasalahan terdapat didalam Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin terutama kualitas dan 
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kuantitas, Secara kuantitas aparatur BPBD Kabupaten Tapin masih belum 

mencukupi hanya berjumlah 16 orang sehingga perlu ditambah dalam jumlah 

yang semestinya.Sedangkan secara kualitas aparatur BPBD Kabupaten 

Tapin perlu ditingkatan sesuai bidang tugasnya.  Peningkatan kualitas 

aparatur dapat dilakukan dengan cara ; 

1. Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk meningkatkan 

pendidikan dengan mengikuti izin belajar diklat struktural / fungsional 

sesuai dengan bidangnya. 

2. Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti kegiatan 

seminar, training, short course, lokakarya, workshop, studi banding dan 

pembelajaran. 

3. Penegakan disiplin, Pemantapan etos kerja dan penetapan sistem  kerja 

yang bersifat profesional. 

Permasalahan internal lainnya yaitu masih adanya penempatan pegawai 

yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Diatasi 

dengan cara menyampaikan kebutuhan pegawai pada BPBD ke Pemerintah 

Daerah Kabupaten Tapin. 

2. Masalah Eksternal.  

Masalah eksternal adalah masalah yang disebabkan oleh faktor dari 

luar BPBD Kabupaten Tapin yang secara langsung  atau tidak langsung 

dapat mempengaruhi kinerja seperti peraturan perundang-undangan, 

petunjuk teknis, data informasi dan lain-lain . 

a. Masih belum memahami secara mendalam peraturan perundangna –

undangan dan petujuk teknis lainnya yang berhubungan dengan tugas 

dan fungsi BPBD untuk mengatasi permasalahan ini perlu meningkatkan 

wawasan dan menggali peraturan perundangan yang ada korelasinya 

dengan penanganan bencana alam. 

b. Belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang mekanisme 

pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah bencana 

alam  untuk mengatasi masalah ini telah diusulkan rancangan peraturan 

bupati yang masih dalam proses. 

c. Seringnya masyarakat membuka/membersihkan lahan pertanian dengan 

cara dibakar asal- asalan dapat mengakibatkan kebakaran lahan/hutan 

cukup luas dan tidak dapat dikendalikan lagi menjalar kemana-mana. 
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Untuk menanggulani masalah ini perlu peningkatan pengetahuan dan 

kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran lahan/hutan  

bekerjasama dengan SKPD terkait. 

 Selain permasalahan tersebut di atas ada faktor eksternal yang  

mempengaruhi kinerja BPBD Kabupaten Tapin yaitu koordinasi antara 

lembaga teknis terkait dengan    penanggulangan bencana alam belum 

berjalan dengan  untuk mengatasi masalah ini, kedepan akan ditingkatkan 

koordinasi pada lingkup SKPD teknis yang berkaitan dengan 

penanggulangan bencana. 

 Penentuan Isu-Isu strategis 

Pada bagian ini akan dipaparkan isu-isu strategis yang dihadapi 

oleh BPBD Kabupaten Tapin yang menjadi fokus di periode tahun 2024-

2026, Berdasarkan Perda Kabupaten Tapin nomor 9 tahun 2016 tentang 

Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 

BPBD Kabupaten Tapin merupakan unsur pendukung tugas Bupati di 

bidang penanggulangan bencana daerah yang berkedudukan dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati. 

Bidang penanggulangan bencana yang dimaksud meliputi 

Pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Berdasarkan identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi 

pelayanan Perangkat daerah, dirumuskan isu-isu strategis Pelayanan 

Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tapin dalam Renstra BPBD 

Kabupaten Tapin tahun 2024-2026 sebagai berikut : 

1. Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Tapin. 

Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Tapin 

tahun 2019 wilayah rawan bencana di Kabupaten Tapin meliputi 5 

bahaya bencana yaitu banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting 

beliung, kebakaran hutan dan lahan. 

Kondisi ini menyebabkan wilayah Kabupaten Tapin menjadi salah satu 

kabupaten yang rawan bencana di Provinsi Kalimantan Selatan. 

Melihat besarnya potensi ancaman bencana di Kabupaten Tapin, maka 

upaya pengurangan risiko bencana melalui berbagai kegiatan mitigasi 

bencana, mutlak dan harus untuk di laksanakan setiap tahunnya. 

2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 
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Banyaknya jumlah desa yang masuk dalam kawasan rawan bencana 

di, menjadi tantangan bagi BPBD Kabupaten Tapin dalam memberikan 

pelayanan penanggulangan bencana kepada semua penduduk yang 

berada di kawasan rawan bencana. Standar pelayanan Minimal (SPM) 

dalam Sub-Urusan Bencana yang telah di tentukan oleh kementerian 

dalam negeri melalui permendagri nomor 101 tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-

Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, meliputi tiga layanan 

sebagai berikut : 

a. pelayanan informasi rawan bencana; 

b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; 

c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 

3. Peningkatan sinergitas PENTAHELIX Penanggulangan Bencana. 

Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana, menjelaskan bahwa Penanggulangan bencana merupakan 

urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. 

Dalam perkembangannya, akademisi dan media masa juga memiliki 

kewajiban untuk turut serta menyelenggarakan penanggulangan 

bencana sesuai bidang masing-masing. 

4. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis, dan 

komperhensif, dilakukan baik oleh pemerintah, swasta, maupun 

masyarakat. Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab dan 

kewajiban semua pihak. Tidak semata menjadi tanggung jawab 

pemerintah / Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan 

terkoordinasi, sehingga upaya penanggulangan bencana tidak 

dilakukan secara parsial dan terpotong-potong. Oleh sebab tersebut 

sangat mendesak untuk diterbitkan payung hukum penanggulangan 

bencana di kabupaten Tapin. 

5. Perlunya sistem penanggulangan bencana yang handal. Upaya 

Penanggulangan bencana harus didukung dengan system yang 

mampu mengakomodir mulai dari pra bencana, tanggap darurat 

bencana, sampai tahap rehabilitasi dan rekontruksi bencana. 

6. Perlunya kapasitas penanggulangan bencana yang mempuni. 

Bencana berdampak besar di lintas sektor dan semua bidang, 
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mengganggu kehidupan dan penghidupan masyrakat. Oleh sebab itu 

semua lembaga, pihak, dan elemen yang berkait dengan upaya 

penanggulangan perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam 

menghadapi bencana yang akan terjadi. 

7. Perencanaan pembangunan yang mengurangi kerentanan terhadap 

ancaman bencana. Jangan sampai pembangunan-pembangunan yang 

dilaksanakan meningkatkan kerentanan akan bencana yang pada 

akhirnya ketika terjadi  bencana terjadi kemunduran pembangunan. 
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H. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi 

Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2020 pada tabel berikut : 

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP BPBD Kabupaten Tapin 

Tahun 2020 

 

NO SARAN / REKOMENDASI TINDAK LANJUT 

1 Perencanaan Kinerja: 

a. Agar dibuat jadwal / mekanisme /  

SOP monitoring renstra secara 

periodik. 

b. Rencana Aksi atas kinerja tidak 

mencantumkan target secara 

periodik 

c. Agar Capaian target kinerja 

dijadikan dasar untuk memberikan 

penghargaan (reward) 

 

 

a. BPBD telah membuat mekanisme 

/ SOP monitoring renstra secara 

periodik seperti terlampir pada 

dokumen. 

b.Rencana Aksi dipantau dan 

dievalusi setiap periode triwulanan 

seperti terlampir. 

c.BPBD telah membuat target 

kinerja dan akan memberikan 

reward atas pencapaiannya. 

2 Pengukuran Kinerja: 

a. Agar IKU dijadikan dasar 

pemberian reward dan punishment. 

b. Target Kinerja Belum dimonitor. 

 

a. BPBD telah menjadikan IKU atas 

pemberian reward dan punishment. 

b.BPBD telah membuat monitoring 

Target Kinerja. 

3 Pelaporan Kinerja: 

Agar Mengungkapkan efisiensi yang 

telah dilakukan dan dapat 

dikuantifikasikan. 

 

BPBD telah membuat data efisiensi 

dan data dapat 

dipertanggungjawabkan. 

4 Evaluasi Internal : 

a. Laporan Evaluasi Rencana Aksi. 

b. Belum ada pemantauan rencana 

aksi dalam rangka pengendalian 

kinerja. 

c. belum ada pemantauan rencana 

aksi yang dapat memberikan 

alterantif perbaikan. 

d. agar dibuat tindak lanjut 

evaluasi program dan 

persetujuan untuk 

menindaklanjuti hasil evaluasi 

program. 

 

a. BPBD telah membuat Laporan 

Evaluasi Rencana Aksi. 

b. BPBD telah membuat 

pemantauan rencana aksi dalam 

rangka pengendalian kinerja. 

c. BPBD telah membuat 

pemantauan rencana aksi yang 

dapat memberikan alterantif 

perbaikan. 

d. BPBD telah membuat tindak 

lanjut evaluasi program dan 

persetujuan untuk menindaklanjuti 

hasil evaluasi program. 

5 Pencapaian Kinerja: 

Agar apa yang disajikan dalam LKIP 

merupakan Perjanjian Kinerja yang 

telah disepakati. 

 

BPBD telah menyajikan LKIP dari 

Perjanjian Kinerja yang telah 

disepakati. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

 

2.1. Perencanaan Strategis 

Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan 

pengukuran kinerja instansi pemerintah sehinga memerlukan integrasi yang 

harmonis antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya.  

Dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan kebijakan yang jelas dan tepat, maka 

instansi pemerintah diharapkan dapat menyelaraskannya dengan potensi, peluang 

dan kendala yang ada atau yang kemungkinan akan timbul. 

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Bupati Tapin tahun 2018-2023 

sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2019 

yaitu “Bersama Mewujudkan Tapin Maju Sejahtera dan Agamis”, maka Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin sebagai salah satu organisasi 

perangkat daerah unsur penunjang urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan 

Ketertiban Urnum serta Perlindungan Masyarakat  dalam hal Sub Urusan Bencana. 

Rencana strategis ini juga dimaksudkan untuk memberikan landasan 

kebijakan operasional bagi seluruh aparatur BPBD dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya.  Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan 

keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, 

serasi dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat 

didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan. 

Untuk mewujudkan misi tersebut dijabarkan dengan tujuan dan sasaran 

sebagai berikut: 

2.1.1. Tujuan  

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun 

mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah 
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terpilih, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh 

organisasi perangkat daerah, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki. 

Adapun tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dalam 

tabel berikut : 

TABEL 2.1 

TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN RENSTRA BPBD 2018-2023 

 

NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN 

1 Meningkatnya Keamanan daerah 

Menurunkan Indeks Risiko Bencana 

Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah 

dalam penanggulangan bencana 

Memastikan Pasca Bencana tertangani 

Tertanganinya kebakaran hutan dan 

lahan yang terbakar 

Tertanganinya kebakaran hutan dan 

lahan yang di bakar 

 

2.1.2. Sasaran 

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan 

strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan 

sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan 

pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai 

dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara 

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran perencanaan 

jangka menengah BPBD Kabupaten Tapin 2018-2023, sebagai berikut : 

TABEL 2.2 

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN RENSTRA BPBD 2018-2023 

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN 

1 Meningkatnya Keamanan daerah 

Indeks Risiko Bencana 

Indeks Kapasitas Daerah 

Persentase Lokasi Terdampak yang 

ditangani 
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Persentase Luas hutan dan Lahan yang 

Terbakar 

Persentase Luas hutan dan Lahan yang di 

bakar 

 

2.1.3. Stategi dan Arah Kebijakan 

 

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara 

perangkat daerah untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas 

dan fungsi dari perangkat daerah tersebut. Strategi dan arah kebijakan selanjutnya 

menjadi dasar dalam perumusan kegiatan bagi setiap program yang ingin dicapai. 

TABEL 2.3 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BPBD 2018-2023 

NO STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

1 

Peningkatan Pencegahan dan 

kesiapsiagaan serta tanggap terhadap 

penanganan bencana 

Melaksanakan SOP tanggap darurat 

bencana. 

Melaksanakan kegiatan pencegahan dan 

kesiapsiagaan serta tanggap terhadap 

penanganan bencana yang terencana, 

terarah, terkoordinasi, terpadu dan 

menyeluruh serta akuntabel. 

 

2.2. Indikator Kinerja Utama. 

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan 

sasaran strategis instansi pemerintah. Dalam upaya untuk meningkatkan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka dilakukan reviu terhadap Indikator 

Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu 

strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. 

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 adalah sebagai berikut 

No 
Kinerja Utama 

(SasaranStrategis) 
Indikator Kinerja 

1 Menurunkan Indeks Risiko Bencana Indeks Risiko Bencana 

2 
Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah 

dalam penanggulangan bencana 
Indeks Kapasitas Daerah 
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3 Memastikan Pasca Bencana tertangani 
Persentase Lokasi Terdampak 

yang ditangani 

4 
Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan 

yang terbakar 

Persentase Luas hutan dan 

Lahan yang Terbakar 

5 
Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan 

yang di bakar 

Persentase Luas hutan dan 

Lahan yang di bakar 

 

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai terkait makna indikator dan cara 

perhitungan sebagaimana dijelaskan berikut ini : 

No Kinerja Utama 
Indikator Kinerja 

Utama 
Form Perhitungan Penjelasan 

1 2 3 4 5 

1 
Menurunkan Indeks 

Risiko Bencana 
Indeks Risiko 

Bencana 

 
 
 

Risiko = Indeks Risiko 
Bencana, Hazard = 
Bahaya, Vulnerability = 
Kerentanan, Capacity = 
Kapasitas. 
untuk penilaian poin : 
Rendah (0 - 0,33), 
Sedang (0,34 - 0,66), 
Tinggi : (0,67 - 1), 
apabila semakin rendah 
nilai yang didapatkan 
maka akan tercapai 
Indeks Risiko Bencana. 

2 

Meningkatkan 
Indeks Kapasitas 

Daerah dalam 
penanggulangan 

bencana 

Indeks Kapasitas 
Daerah 

IK=(0,6xKesiapsiagaan)+(0,4xKetahanan) 

Indeks Kapasitas adalah 
nilai gabungan antara 
Indeks Kesiapsiagaan 
Masyarakat dan Indeks 
Ketahanan melalui 7 
Indikator Prioritas 
dengan 71 indikator, 
Untuk penilaian skor : 
Rendah : 0,33, sedang : 
0,66 dan tinggi : 1 

3 
Memastikan Pasca 
Bencana tertangani 

Persentase Lokasi 
Terdampak yang 

ditangani 

 

Jumlah lokasi terdampak 
yang ditangani adalah 
jumlah kejadian pasca 
bencana yang telah 
dilakukan kajian 
perhitungan kerugian 
dan telah 
direkomendasikan ke 
instansi yang berwenang 
dalam penanganan 
pasca bencana. 
Jumlah Lokasi 
terdampak adalah 
jumlah lokasi kejadian 
bencana yang telah 
merugikan sarana 
prasarana, jalan, 
jembatan dan fasilitas 
umum 
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4 

Tertanganinya 
kebakaran hutan 
dan lahan yang 

terbakar 

Persentase Luas 
hutan dan Lahan 
yang Terbakar 

 
 

Luas hutan dan lahan 
yang terbakar adalah 
jumlah hektar (ha) luas 
hutan dan lahan terbakar 
yang oleh faktor alam 
maupun dengan sengaja 
yang dilakukan 
pemadaman maupun 
sudah padam. 
Luas hutan dan lahan di 
Kabupaten  adalah 
jumlah hektar (ha) Luas 
Kawasan hutan yang 
terdapat pada Update 
RTRW Kabupaten Tapin 
Tahun 2021. 

5 

Tertanganinya 
kebakaran hutan 
dan lahan yang di 

bakar 

Persentase Luas 
hutan dan Lahan 

yang di bakar 

 

 

Luas hutan dan lahan 
yang dibakar adalah 
jumlah hektar (ha) luas 
hutan dan lahan dibakar 
dengan sengaja oleh 
individu/ kelompok/ 
korporasi yang dilakukan 
pemadaman maupun 
sudah padam. 
Luas hutan dan lahan di 
Kabupaten  adalah 
jumlah hektar (ha) Luas 
Kawasan hutan yang 
terdapat pada Update 
RTRW Kabupaten Tapin 
Tahun 2021. 

 

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ 

kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan 

target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Sesuai 

dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Tapin Tahun 2018 – 2023 yang telah ditetapkan melalui Perda No 04 Tahun 2019, maka 

dapat dilihat target capaian kinerja Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Tapin sampai dengan tahun 2022. 

Renstra yang merupakan perencanaan kinerja dengan kurun waktu 5 (lima) 

tahun dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan berupa dokumen Perjanjian 

Kinerja, sebagai dasar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam 

pelaksanaan program-program kinerja. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, 

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menetapkan : 
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NO ESSELON 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

SASARAN 

TARGET 
REALISASI 

CAPAIAN 

1 Esselon 2 Menurunkan 

Indeks Risiko 

Bencana 

Indeks Risiko 

Bencana 
0,34 0,34 

  Meningkatkan 

Indeks Kapasitas 

Daerah dalam 

penanggulangan 

bencana 

Indeks 

Kapasitas 

Daerah 

0,45 0,45 

  
Memastikan 

Pasca Bencana 

tertangani 

Persentase 

Lokasi 

Terdampak 

yang ditangani 

0,95% 100% 

  Tertanganinya 

kebakaran hutan 

dan lahan yang 

terbakar 

Persentase Luas 

hutan dan 

Lahan yang 

Terbakar 

28% 0,0003% 

  Tertanganinya 

kebakaran hutan 

dan lahan yang di 

bakar 

Persentase Luas 

hutan dan 

Lahan yang di 

bakar 

18% 0,0003% 

2 Esselon 3 

(sekretariat) 
Meningkatkan 

Akuntabilitas 

Kinerja BPBD 

Persentase unit 

Kerja yang 

mendapatkan 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran 

90% 100% 

 

Persentase 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur dalam 

kondisi baik 

90% 

 
100% 

 

Persentase 

laporan capaian 

kinerja dan 

keuangan yang 

disusun dan 

dilaporkan tepat 

waktu 

90% 100% 

3 Esselon 3 

Bidang 

Pencegahan 

dan 

Kesiapsiagaan 

Meningkatnya 

Cakupan Jumlah 

Desa/Kelurahan 

Tangguh Bencana 

Persentase 

Desa/kelurahan 

Tangguh 

Bencana di 

daerah rawan 

bencana 

70% 80% 

  
Meningkatnya 

Pengetahuan 

Masyarakat yang 

mendapatkan 

informasi 

kebencanaan 

Persentase 

Masyarakat 

yang 

mendapatkan 

informasi 

kebencanaan di 

daerah rawan 

70% 80% 
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bencana 

  
Meningkatnya 

masyarakat dan 

aparatur yang 

terlatih untuk 

kesiapsiagaan 

terhadap bencana   

Persentase 

masyarakat dan 

aparatur yang 

terlatih untuk 

kesiapsiagaan 

terhadap 

bencana 

70% 80% 

4 Esselon 3 

Bidang 

Kedaruratan 

dan Logistik 

Meningkatnya 

Penanganan 

Darurat Bencana 

Persentase 

Penanganan 

Darurat 

Bencana 

80% 80% 

  
Meningkatnya 

Sarana Prasarana 

dan SDM dalam 

penanganan 

bencana 

Persentase 

Sarana 

Prasarana dan 

SDM dalam 

penanganan 

bencana 

80% 80% 

  Meningkatnya 

Pemenuhan 

Kebutuhan Dasar 

bagi Korban 

Bencana 

Persentase 

korban bencana 

yang tertangani 

90% 90% 

5 Esselon 3 

Bidang 

Rehabilitasi 

dan 

Rekonstruksi 

Meningkatnya 

Penanganan 

Pemulihan 

Pasca 

Bencana 

Persentase 

Penanganan 

Pemulihan 

Pascca 

Bencana 

70% 70% 

6 Esselon 4 

Sub Bidang 

Pencegahan 

Masyarakat yang 

mendapatkan 

informasi 

kebencanaan 

Persentase 

Masyarakat 

yang 

mendapatkan 

informasi 

kebencanaan 

70% 70% 

7 Esselon 4 

Sub Bidang 

Kesiapsiagaan 

Terbentuknya 

Desa/Kelurahan 

Tangguh Bencana 

Persentase 

Desa/kelurahan 

Tangguh 

Bencana 

70% 70% 

  

Masyarakat dan 

aparatur yang 

terlatih untuk 

kesiapsiagaan 

terhadap bencana 

Persentase 

masyarakat dan 

aparatur yang 

terlatih untuk 

kesiapsiagaan 

terhadap 

bencana 

70% 70% 

8 Esselon 4 

Sub Bidang 

Kedaruratan 

Respon Cepat 

Darurat 

Penanganan 

Bencana kurang 

dari 24 Jam 

setelah kejadian 

Persentase 

Respon Cepat 

Darurat 

Penanganan 

Bencana kurang 

dari 24 Jam 

setelah kejadian 

90% 90% 

9 Esselon 4 

Sub Bidang 

Pemenuhan 

Kebutuhan Dasar 

Persentase 

korban bencana 
90% 90% 
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Logistik bagi Korban 

Bencana 

yang tertangani 

Sarana Prasarana 

dan SDM dalam 

penanganan 

bencana 

Persentase 

Sarana 

Prasarana dan 

SDM dalam 

penanganan 

bencana yang 

terlatih 

80% 80% 

10 Esselon 4 

Sub Bidang 

Rehabilitasi 

Pemulihan Pasca 

Bencana yang 

ditangani 

Persentase  

Pemulihan 

Pasca Bencana 

yang ditangani 

70% 70% 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban 

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Implementasi dari 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbentuk kegiatan Penyusunan LAKIP. 

Pengukuran akuntabilitas ini mengacu pada indikator kinerja yang tertuang 

dalam indikator dari Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU). 

Penilaian kinerja yang dilakukan dapat terlihat dari sejauh mana pencapaian sasaran 

pada tahun tersebut. Apabila pencapaian sasaran program utama sebuah instansi 

pemerintah lebih dari 85% dari target, maka kinerja SKPD tersebut dikategorikan 

sangat berhasil. 

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu 

memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut: 

1. Indikator bermakna positif, artinya: jika semakin besar realisasi berarti semakin 

baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk 

kinerjanya, maka digunakan rumus : 

 

 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬𝐞 𝐏𝐞𝐧𝐜𝐚𝐩𝐚𝐢𝐚𝐧 = 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 /𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

 

2. Indikator bermakna negatif, artinya: jika semakin besar realisasi berarti semakin 

buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik 

kinerjanya, maka digunakan rumus: 

 

 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬𝐞 𝐏𝐞𝐧𝐜𝐚𝐩𝐚𝐢𝐚𝐧 = 𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 −(𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 − 𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭)/ 𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐱 𝟏𝟎𝟎% 
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Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian 

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab 

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. 

3.1.Capaian Kinerja Organisasi 

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPBD Kabupaten Tapin tahun 2022 

dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran 

yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja BPBD tahun 2022 dengan 

realisasinya. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang 

semakin berhasil atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja 

yang semakin tidak berhasil, dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

NO RENTANG CAPAIAN  KATEGORI CAPAIAN  

1 Lebih dari 100 %  Baik Sekali (BS) 

2 Lebih dari 75% s.d 100%  Baik (B) 

3 55% s.d 75%  Cukup (C) 

4 Kurang dari 55 %  Kurang (K) 

Berdasarkan hasi evaluasi kinerja dilakukan analis pencapaian kinerja yang 

dapat memberikan memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-

sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Laporan ini 

menunjukkan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-

masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target 

sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam 

Rencana Kerja Tahun 2022. 

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksananaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
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Kabupaten Tapin. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja 

sasaran. 

Tabel 3.1. 

Capaian Atas Indikator Kinerja Utama (IKU) 

BPBD Kabupaten Tapin Tahun 2022 

 

No. 
Kinerja Utama 

(SasaranStrategis) 
Indikator Kinerja 

Target 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2022 
1 2 3 4 5 

1 
Menurunkan Indeks 

Risiko Bencana 
Indeks Risiko Bencana 0,34 0,34 

2 

Meningkatkan Indeks 

Kapasitas Daerah 

dalam penanggulangan 

bencana 

Indeks Kapasitas Daerah 0,45 0,45 

3 
Memastikan Pasca 

Bencana tertangani 

Persentase Lokasi 

Terdampak yang ditangani 
0,95% 100% 

4 

Tertanganinya 

kebakaran hutan dan 

lahan yang terbakar 

Persentase Luas hutan dan 

Lahan yang Terbakar 
28% 0,0003% 

5 

Tertanganinya 

kebakaran hutan dan 

lahan yang di bakar 

Persentase Luas hutan dan 

Lahan yang di bakar 
18% 0,0003% 

 

Perbandingan Capaian atas Indikator Kinerja Utama pada tahun 2022 dengan 

5 (lima) indikator kinerja utama dengan Indikator yaitu Indeks Risiko Bencana yang 

diperoleh dengan capaian 0,34 skor, Indeks Kapasitas Daerah yang memperoleh 

capaian 0,45 skor, Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani memperoleh 

capaian 100%, Persentase Luas hutan dan Lahan yang dibakar dan Terbakar 

memperoleh capaian 0,003%. Melihat hasil ini BPBD bisa dikatakan berhasil dalam 

penanganan karhutla tahun 2022 karena menekan luasan hutan dan lahan yang 

terbakar walaupun secara persentase target dan capaiannya tidak terealisasi dan 

untuk Persentase Luas hutan dan Lahan yang dibakar memperoleh capaian sebesar 

0,003% dengan capaian sebesar itu dapat dikatakan BPBD berhasil dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai leading sektor penanggulangan 

bencana. 
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Sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran : 

 

Pencapaian sasaran yang pertama menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan 

kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui indikator kinerja utama dengan 

target dan realisasi yang diperoleh sebagaimana tabel di bawah ini : 

Tabel 3.2. 

Capaian Atas Sasaran Strategis 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin 

Tahun 2022 
 

No. 
Kinerja Utama 

(Sasaran Strategis) 
IndikatorKinerja Target Realisasi 

Capaian 

(%) 
1 2 3 4 5 6 

1 
Menurunkan Indeks 

Risiko Bencana 
Indeks Risiko Bencana 0,34 0,34 100 

2 

Meningkatkan Indeks 

Kapasitas Daerah 

dalam 

penanggulangan 

bencana 

Indeks Kapasitas Daerah 0,45 0,45 100 

3 
Memastikan Pasca 

Bencana tertangani 

Persentase Lokasi 

Terdampak yang ditangani 
0,95% 100% 105 

4 

Tertanganinya 

kebakaran hutan dan 

lahan yang terbakar 

Persentase Luas hutan dan 

Lahan yang Terbakar 
28% 0,0003% 9333333 

5 

Tertanganinya 

kebakaran hutan dan 

lahan yang di bakar 

Persentase Luas hutan dan 

Lahan yang di bakar 
18% 0,0003% 6000000 

 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata tingkat capaian Indikator Kinerja 

Utama (IKU) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin sebesar 

100%, hal ini mencerminkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

SASARAN STRATEGIS 

Meningkatnya Keamanan Daerah dengan Menurunnya Indeks Risiko Bencana, 

meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana, Memastikan 

Pasca Bencana tertangani, Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang terbakar 

serta Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang dibakar 
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Kabupaten Tapin Kabupaten Tapin telah “Berhasil” dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya yang berkaitan dengan target kinerja sasaran pada tahun 2022. 

Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah tahun 2022, terdapat 5 (lima) sasaran strategis dan  5 (lima) indikator kinerja 

yang harus dilaksanakan. Dari 5 indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut, tingkat 

capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin dapat 

diikhtisarkan sebagai berikut : 

Indikator berkategori Berhasil yaitu Indeks Risiko Bencana yang diperoleh 

dengan capaian 100%, Indeks Kapasitas Daerah yang memperoleh capaian sebesar 

100%, Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani memperoleh capaian sebesar 

105%, Persentase Luas hutan dan Lahan yang Terbakar memperoleh capaian sebesar 

0,0003% dengan target 28% persentase luas hutan dan lahan yang terbakar, melihat 

hasil ini BPBD bisa dikatakan berhasil 100% dalam penanganan karhutla tahun 2022 

karena menekan luasan hutan dan lahan yang terbakar walaupun secara persentase 

target dan capaiannya tidak terealisasi, berdasarkan data dilapangan saat pemadaman 

kebakaran hutan dan lahan oleh tim satgas penanganan bencana karhutla di Kabupaten 

Tapin mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya dikarenakan pada 

tahun 2022 ini mengalami kemarau basah dan juga BPBD memberikan himbauan 

melalui cetak spanduk baliho maupun sosialisasi secara lisan maupun elektronik kepada 

masyarakat tentang larangan membakar hutan dan lahan serta pendirian posko 

gabungan penanganan karhutla di Kabupaten Tapin sehingga berdampak pada jumlah 

luas hutan dan lahan yang terbakar dan untuk Persentase Luas hutan dan Lahan yang 

dibakar memperoleh capaian sebesar 0,0003% dengan target 18% persentase luas hutan 

dan lahan yang terbakar, Melihat hasil ini BPBD dikatakan berhasil 100% dalam 

penanganan karhutla tahun 2022 karena menekan luasan hutan dan lahan yang dibakar, 

berdasarkan data  kebakaran hutan dan lahan tahun 2022 memang ada ditemukannya 
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hutan dan lahan yang dibakar dengan secara sengaja tetapi ini karena kebiasaan 

masyarakatnya dalam membuka lahan untuk pertanian yang berada didaerah lereng 

pegunungan meratus sepereti wilayah Kecamatan Piani, pembakarannya pun dijaga oleh 

kelompok masyarakat saat membuka lahan tersebut. dalam pelaksanaan penanganan 

kebakaran hutan dan lahan BPBD memang melakukan pemadaman dan pendataan luas 

hutan secara riil luas hutan terbakar maupun dibakar sengaja dengan luas hutan yang 

tertangani saat melakukan pemadaman. 

Untuk Meningkatkan Keamanan Daerah dengan Menurunnya Indeks Risiko 

Bencana, meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana, 

Memastikan Pasca Bencana tertangani, Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang 

terbakar serta Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang dibakar diperlukan kerja 

keras dari seluruh elemen yang ada di BPBD untuk Menurunkan Indeks Risiko Bencana 

seperti yang diharapkan diantaranya yaitu Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil, 

indikator kinerja Smart, target kinerja ditetapkan dengan baik dan terukur. 

 
3.2. PERBANDINGAN REALISASI dan CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN 

TAHUN 2021 DAN 2020  

 

Berikut Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019, 2020 dan Tahun 2021 

sebagai berikut : 

Tabel 3.4. 

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Tapin 
 

Sasaran Strategis 
Indikator 

Kinerja Utama 

Perbandingan Realisasi Kinerja 

2020 2021 2022 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 
1 2 3 4 5    

Meningkatnya 

Keamanan Daerah 

dengan Menurunnya 

Indeks Risiko 

Bencana 

Indeks Risiko 

Bencana 
0,40 0,40 0,37 0,37 0,34 0,34 

Meningkatkan Indeks 

Kapasitas Daerah 

dalam 

Indeks Kapasitas 

Daerah 
- - 0,43 0,43 0,45 0,45 
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penanggulangan 

bencana 

Memastikan Pasca 

Bencana tertangani 

Persentase 

Lokasi 

Terdampak yang 

ditangani 

- - 90% 100% 0,95% 100% 

Tertanganinya 

kebakaran hutan dan 

lahan yang terbakar 

Persentase Luas 

hutan dan Lahan 

yang Terbakar 
- - 30% 0,005% 28% 0,0003% 

Tertanganinya 

kebakaran hutan dan 

lahan yang di bakar 

Persentase Luas 

hutan dan Lahan 

yang di bakar 
- - 20% 0,001% 18% 0,0003% 

 

Perbandingan Capaian Kinerja Utama pada tahun 2021 dan 2022 dengan             

5 (lima) kinerja utama dengan capaian 100%, Indikator berkategori Berhasil yaitu 

Indeks Risiko Bencana yang ditarget 0,34 diperoleh dengan capaian 0,34 dengan 

persentase 100%, Indeks Kapasitas Daerah yang ditarget 0,45 diperoleh dengan capaian 

0,45 dengan persentase 100%, Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani yang 

ditarget 95% diperoleh dengan capaian 100% dengan persentase 105%, Persentase Luas 

hutan dan Lahan yang Terbakar yang ditarget 28% diperoleh dengan capaian 0,0003% 

dengan persentase 9333333%  dengan hanya capaian sebesar itu BPBD bisa dikatakan 

berhasil dalam menekan luas lahan yang terbakar diwilayah Kabupaten Tapin dan untuk 

Persentase Luas hutan dan Lahan yang dibakar yang ditarget 18% diperoleh dengan 

capaian 0,0003% dengan persentase 6000000% dengan hanya capaian sebesar itu 

BPBD bisa dikatakan berhasil dalam menekan luas lahan yang dibakar diwilayah 

Kabupaten Tapin. 

 
3.3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN TARGET 

JANGKA MENENGAH (RENSTRA)  

 

Berikut Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka 

Menengah sebagai berikut : 

Tabel 3.5. 

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Tapin 
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No. 
Kinerja Utama 

(SasaranStrategis) 

Indikator Kinerja 

Utama 

Perbandingan Realisasi Kinerja 

Target 

Jangka 

Menengah 

Tahun 2022 

Realisasi 
Capaian 

(%) 
1 2 3 4 5 6 

1 
Menurunkan Indeks 

Risiko Bencana 
Indeks Risiko Bencana 0,31 0,34 0,91 

2 

Meningkatkan Indeks 

Kapasitas Daerah 

dalam penanggulangan 

bencana 

Indeks Kapasitas Daerah 0,47 0,45 0,95 

3 
Memastikan Pasca 

Bencana tertangani 

Persentase Lokasi 

Terdampak yang 

ditangani 

100% 100% 100 

4 

Tertanganinya 

kebakaran hutan dan 

lahan yang terbakar 

Persentase Luas hutan 

dan Lahan yang Terbakar 
25% 0,0003% 0,000012 

5 

Tertanganinya 

kebakaran hutan dan 

lahan yang di bakar 

Persentase Luas hutan 

dan Lahan yang di bakar 
15% 0,0003% 0,00002 

 

Perbandingan realisasi kinerja dengan jangka menengah pada Indikator 

Kinerja Menurunkan Indeks Risiko Bencana persentase capaian sebesar 0,91%, 

Indikator Kinerja Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam penanggulangan 

bencana persentase capaian sebesar 0,95%, Indikator Kinerja memastikan Pasca 

Bencana Tertangani persentase capaian sebesar 100%, Indikator Kinerja 

Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang terbakar persentase capaian sebesar 

0,000012% dan indikator kinerja Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang di 

bakar persentase capaian sebesar 0,00002%. 

3.1.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional 

 

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi 

yang telah dilakukan 

Dari hasil pengukuran indikator kinerja dapat diketahui bahwa selama tahun 

2022 hasil capaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan secara umum dapat 

memenuhi target yang telah diharapkan. 

Berbagai pencapaian target indikator kinerja BPBD Kabupaten Tapin ini 
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merupakan gambaran keberhasilan dari pelaksanaan Meningkatkan Keamanan 

Daerah dengan Meningkatnya Keamanan Daerah dengan Menurunnya Indeks Risiko 

Bencana, meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana, 

Memastikan Pasca Bencana tertangani, Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan 

yang terbakar serta Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang dibakar yang 

sangat ditentukan oleh komitmen, dukungan dan keterlibatan semua komponen 

BPBD Kabupaten Tapin. 

BPBD Kabupaten Tapin hanya mempunyai 1 (satu) yaitu Program 

Penanganan Bencana dengan beberapa Kegiatan di Tahun 2022 yang mendukung 

keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja utama adalah sebagai berikut : 

a. Kegiatan Sosialisasi,Pencegahan dan Kesiapsiagaan. 

Tingkat keberhasilan dari Kegiatan Sosialisasi, Pencegahan dan Kesiapsiagaan ini 

adalah bahwa kegiatan ini telah melaksanakan sosialisasi, pelatihan kesiapan dalam 

menghadapi bencana dan memberikan arahan kepada masyarakat serta peralatan 

pada kegiatan Desa Tangguh Bencana yang ada di Desa Buas-Buas Kecamatan 

Candi Laras Utara dan Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Desa Miawa 

Kecamatan Piani Kabupaten Tapin. 

Manfaat dari Kegiatan Sosialisasi, Pencegahan dan Kesiapsiagaan ini 

yaitu: 

 Terjalinnya koordinasi, sinergitas dan harmonisasi antara Masyarakat Desa 

Tangguh Bencana dengan BPBD Kabupaten Tapin apabila terjadinya bencana 

diwilayah Desa/Kelurahan tersebut. Masyarakat pun sudah siap dalam 

menghadapi bencana diwilayahnya sendiri sebelum BPBD tiba pada pada saat 

kejadian bencana. 

 Terlaksananya dengan mudah penanganan, informasi, pendataan dan penyaluran 

logistik terhadap korban terdampak bencana diwilayah Desa/Kelurahan tersebut. 
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Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program ini adalah sebagai 

berikut : 

 Peralatan yang tidak mendukung dalam Operasional Pelaksanaan Desa 

Tangguh Bencana untuk menangani bencana sehingga masih menunggu 

BPBD pada penanganan Bencana. 

 Kurangnya anggaran sehingga tidak bisa menganggarkan anggaran 

operasional dalam pembinaan Desa Tangguh Bencana yang telah dibentuk 

untuk kelanjutannya. 

 Adanya pandemi sehingga kurang maksimalnya melaksanakan kegiatan 

karena mengumpulkan orang banyak. 

 Adanya Refocusing anggaran. 

Solusi untuk mengatasi permasalahan diatas dalam pelaksanaan Program 

ini adalah sebagai berikut : 

 Memaksimalkan peralatan masyarakat untuk menangani bencana sebelum 

BPBD tiba ditempat kejadian bencana. 

 Memaksimalkan anggaran yang telah ada hanya untuk membentuk Desa 

Tangguh Bencana. 

 Melaksanakan Protokol Kesehatan dengan ketat saat pelaksanaan kegiatan. 

b. Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. 

Tingkat keberhasilan dari Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana ini 

adalah bahwa program ini telah melaksanakan Pengelolaan Penanggulangan 

Bencana, Pengelolaan Logistik serta Operasional Dapur Umum Lapangan untuk 

masyarakat diwilayah Kabupaten Tapin. 

Manfaat dari Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana ini 

yaitu: 



 

 

 

 

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN BAB III 

  

 

 

BPBD Kab.Tapin TA.2022  
 

56 

 Terjalinnya koordinasi dan sinergitas antara Dunia Usaha, Pemerintah dan 

masyarakat dalam menghadapi bencana yang ada di Kabupaten Tapin. 

 Terlaksananya penanganan, pendataan dan penyaluran logistik terhadap 

korban terdampak bencana di Kabupaten Tapin. 

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

 Sarana Prasarana dan peralatan yang masih kurang serta harus di update 

peralatannya yang sudah memakan umur dalam Operasional Penanganan 

Bencana dalam menghadapi bencana yang tidak dapat diprediksi sewaktu-

waktu terjadi bencana. 

 Masih kurangnya aparatur yang mengikuti pelatihan dalam manajemen 

bencana. 

 Masih kurangnya anggaran logistik untuk bantuan logistik bagi korban 

bencana. 

Solusi untuk mengatasi permasalahan diatas dalam pelaksanaan kegiatan 

ini adalah sebagai berikut : 

 Memaksimalkan Sarana Prasarana dan peralatan yang telah dimiliki. 

 Memaksimalkan aparatur yang telah mengikuti pelatihan manajemen 

bencana dengan memberikan pengalaman kepada yang belum mengikuti 

pelatihan.  

 Memohon bantuan logistik kepada BPBD Provinsi Kalimantan Selatan 

untuk bantuan korban bencana. 

c. Kegiatan Penanganan Pasca Bencana. 

Tingkat keberhasilan dari Kegiatan Penanganan Pasca Bencana ini adalah bahwa 

program ini telah melaksanakan Sosialisasi Pasca Bencana, identifikasi verifikasi 

kondisi kerusakan dan kerugian pasca bencana diwilayah Kabupaten Tapin. 
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Manfaat dari Kegiatan Penanganan Pasca Bencana ini yaitu: 

 Terjalinnya koordinasi antara SKPD terkait dalam menangani Rehabilitasi 

dan Rekonstruksi Pasca Bencana diwilayah Kabupaten Tapin. 

 Masyarakat lebih tahu tentang alur Pasca Bencana serta identifikasi dan 

pemulihan Pasca Bencana bagi Tim dilapangan dalam penanganan pasca 

bencana di Kabupaten Tapin. 

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

 Masih kurangnya SDM yang mempuni dalam pendataan penghitungan 

kerusakan pasca bencana dalam pemulihan setelah terjadinya bencana. 

 Belum adanya Anggaran dari Dunia Usaha dalam Pemulihan Rehabilitasi 

dan Rekonstruksi sehingga masih menunggu anggaran dana dari 

Pemerintah. 

Solusi untuk mengatasi permasalahan diatas dalam pelaksanaan Program 

ini adalah sebagai berikut : 

 Kerjasama dengan Dinas terkait seperti DPUPR Kabupaten Tapin dan 

DISPERKIM Kabupaten Tapin yang dalam bidangnya untuk menghitung 

kerugian pasca bencana. 

 Pengajuan Proposal Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana ke BNPB 

untuk kegiatan skala besat dan untuk skala kecil diajukan ke dinas di 

Kabupaten Tapin terkait. 

3.1.7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan 

Pencapaian Pernyataan Kinerja 

Tingkat capaian kinerja tujuan/sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor 

baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target 

kinerja. Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan/sasaran dikelompokkan 
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menjadi dua yaitu yang disebabkan oleh program/kegiatan dan faktor lainnya. 

Secara rinci penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Tujuan/Sasaran dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

NO 
TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/

KEGIATAN 
INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN 

1 Meningkatnya Keamanan 

Daerah dengan Menurunnya 

Indeks Risiko Bencana 

Indeks Risiko Bencana 0,34 0,34 100 

2 Meningkatkan Indeks 

Kapasitas Daerah dalam 

penanggulangan bencana 

Indeks Kapasitas Daerah 0,45 0,45 100 

3 Memastikan Pasca Bencana 

tertangani 

Persentase Lokasi 

Terdampak yang ditangani 
0,95% 100% 105 

4 Tertanganinya kebakaran hutan 

dan lahan yang terbakar 

Persentase Luas hutan dan 

Lahan yang Terbakar 
28% 0,0003% 9333333 

5 Tertanganinya kebakaran hutan 

dan lahan yang di bakar 

Persentase Luas hutan dan 

Lahan yang di bakar 
18% 0,0003% 6000000 

1.1 Program : Pelayanan Informasi 

Rawan Bencana Kabupaten/ 

Kota 

Kegiatan Pelayanan 

Informasi Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota 

100% 100% 100% 

1.1.2 Kegiatan : Sosialisasi, 

Komunikasi, Informasi dan 

Edukasi (KIE) Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota (Per Jenis 

Bencana) 

Jumlah Sosialisasi, 

Komunikasi, Informasi dan 

Edukasi (KIE) Rawan 

Bencana Kabupaten/Kota 

4 Desa 4 Desa 100% 

1.2 Program : Pelayanan 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana 

Kegiatan Pelayanan 

Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana 

100% 100% 100% 

1.2.1 Kegiatan : Pelatihan 

Pencegahan dan Mitigasi 

Bencana Kabupaten/Kota 

Jumlah orang yang 

mengikuti Pelatihan 

Pencegahan dan Mitigasi 

Bencana Kabupaten/Kota 

40 orang 40 orang 100% 

1.2.2 Kegiatan : Pengendalian 

Operasi dan Penyediaan Sarana 

Prasarana Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Pengendalian 

Operasi dan Penyediaan 

Sarana Prasarana 

Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana Kabupaten/Kota 

12 bulan 12 bulan 100% 

1.2.3 Penyedian Peralatan 

Perlindungan dan 

Kesiapsiagaan terhadap 

bencana 

Jumlah Penyedian Peralatan 

Perlindungan dan 

Kesiapsiagaan terhadap 

bencana 

1 kegiatan 1 Kegiatan 100% 

1.2.4 Kegiatan : Penguatan Kapasitas 

Kawasan untuk Pencegahan 

dan Kesiapsiagaan 

Jumlah desa yang diberikan 

Penguatan Kapasitas 

Kawasan untuk Pencegahan 

dan Kesiapsiagaan 

1 Desa 1 Desa 100% 

1.2.5 Kegiatan : Penanganan 

Pascabencana Kabupaten/Kota 

Jumlah Penanganan 

Pascabencana 
1 kegiatan 1 Kegiatan 100% 
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NO 
TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/

KEGIATAN 
INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN 

Kabupaten/Kota 
1.3 Program : Pelayanan 

Penyelamatan dan Evakuasi 

Korban Bencana 

Kegiatan Pelayanan 

Penyelamatan dan Evakuasi 

Korban Bencana 

100% 100% 100% 

1.3.1 Kegiatan : Penyediaan Logistik 

Penyelamatan dan Evakuasi 

Korban Bencana 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Penyediaan Logistik 

Penyelamatan dan Evakuasi 

Korban Bencana 

Kabupaten/Kota 

2 kegiatan 2 kegiatan 100% 

 

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis Untuk 

Meningkatkan Keamanan Daerah dengan Menurunnya Indeks Risiko Bencana, 

meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana, Memastikan 

Pasca Bencana tertangani, Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang terbakar serta 

Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang dibakar didukung oleh  beberapa 

kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut : 

1.1.Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, indikator Kegiatan 

Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dan dengan capaian 100%  

melalui  kegiatan pendukungnya yaitu Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan 

Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana). Adapun 

keberhasilan pencapaian kinerja pada kegiatan Sosialisasi Kebencanaan ini dengan 

masyarakat yang sangat terbuka dan antusias untuk menerima informasi 

kebencanaan yang disampaikan melalui tatap muka serta tidak lagi menerapkan 

protokol kesehatan karena sudah dilonggarkan kebijakan penerapan protokol 

kesehatan sehingga pelaksanaan sosialisasi bisa berjalan dengan lancar dan baik. 

1.2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, indikator 

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dan dengan 

capaian 100% melalui 5 kegiatan pendukungnya yaitu : Pelatihan Pencegahan dan 

Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana 

Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, Penyediaan Peralatan 
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Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Penguatan Kapasitas Kawasan 

untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta Penanganan Pascabencana 

Kabupaten/Kota. 

Adapun keberhasilan pencapaian kinerja pada kegiatan Pelatihan Pencegahan dan 

Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana 

Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, Penyediaan Peralatan 

Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Penguatan Kapasitas Kawasan 

untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta Penanganan Pascabencana 

Kabupaten/Kota, dengan dilonggarkannya kebijakan penerapan protokol kesehatan 

sehingga setiap kegiatan yang dilakukan berjalan dengan lancar sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan oleh pelaksana kegiatan kepada masyarakat dalam 

melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di wilayah Kabupaten 

Tapin.  

1.3.Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, indikator 

Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dan dengan 

capaian 100%  melalui 2 kegiatan pendukungnya yaitu Penyediaan Logistik 

Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, pada kegiatan 

Penyediaan Logistik ini disiapkan untuk persediaan apabila terjadi bencana maka 

akan didirikan dapur umum lapangan untuk makan dan minum sehari-hari bagi 

korban selama terjadi bencana yang mana masyarakat tidak bisa beraktifitas 

memasak saat terjadinya bencana, penyediaan logistik juga disiapkan untuk 

bantuan bagi korban bencana Banjir, Tanah longsor, angin puting beliung dan 

kebakaran pemukiman yang terjadi di wilayah Kabupaten Tapin. 

 Adapun keberhasilan pencapaian kinerja pada Penyediaan Logistik Penyelamatan 

dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota ini adalah tersedianya penyediaan 

logistik bagi korban terdampak bencana selama 1 tahun anggaran. Sehingga 
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Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 

yang dilakukan sesuai dengan standar seperti biasanya. 

3.2. Realisasi Anggaran 

Dengan disetujuinya Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPBD  yang 

ditetapkan dalam rancangan APBD TA 2022 oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin, maka ditetapkan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) BPBD Kabupaten Tapin dengan Pagu Belanja sebesar                   

Rp. 5.312.125.883 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 

dengan Pagu Belanja sebesar Rp. 5.270.302.683 yang bersumber dari dana APBD 

Kabupaten Tapin dengan realisasi sebesar Rp. 4.146.908.739- (persentase sebesar 

78,68).  terdapat efisiensi serapan anggaran sebesar Rp. 1.123.393.944,- atau 

21,32%. 

Realisasi anggaran yang tidak mencapai 100 persen tersebut disebabkan 

adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat mencapai target karena terkendala 

terbatasnya alokasi anggaran daerah saat ingin merealisasikan kegiatan yang telah 

ditetapkan, namun semua kendala tersebut tidak mengurangi efektifitas pencapaian 

sasaran strategis. 

Seluruh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 

2022 berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2005- 2025.  Dari hasil 

pengukuran kinerja, kinerja BPBD Kabupaten Tapin dapat dikategorikan Baik, 

walaupun realisasi keuangan tidak mencapai 100%.  Hal ini dibuktikan dalam 

realisasi dan persentase Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan BPBD  

Kabupaten Tapin pada tabel sebelah : 

Tabel.3. . 

Pagu, Realisasi dan Persentase 

DPA BPBD  Kabupaten Tapin 

Tahun 2022 
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Kode/Urusan/Bidang 

Urusan/Program/Kegiatan 

PAGU 

(Rp) 

REALISASI 

(Rp) 

PERSEN 

(%) 

SUMBER 

DANA 

1.05.01.2.01  Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
2.930.300 2.919.000 99,61 APBD 

1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

2.930.300 2.919.000 99,61 APBD 

1.05.01.2.02  Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 
2.829.227.355 2.297.822.663 81,22 APBD 

1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 
2.825.361.655 2.294.515.263 81,21 APBD 

1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 
1.040.900 660.000 63,41 APBD 

1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 

2.824.800 2.647.400 93,72 APBD 

1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 
667.744.000 584.334.735 87,51 APBD 

1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 

22.219.300 21.668.000 97.52 APBD 

1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 
36.148.500 33.661.400 93,12 APBD 

1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor 
70.000.000 66.007.500 94,30 APBD 

1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan 
28.500.000 20.640.000 72,42 APBD 

1.05.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 6.086.200 6.025.000 98,99 APBD 

1.05..01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.995.000 5.690.000 94,91 APBD 

1.05..01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 
498.795.000 430.642.835 86,34 APBD 

1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

273.495.000 125.230.000 45,79 APBD 

1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 
258.380.000 125.230.000 48,47 APBD 

1.05.01.2.07.10  Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

15.115.000 0 0 APBD 

1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 
589.660.400 531.833.918 90,19 APBD 

1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 
2.366.400 2.320.000 98,04 APBD 

1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
73.194.000 49.613.918 67,78 APBD 

1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 
514.100.000 479.900.000 93,35 APBD 

1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

165.611.400 154.868.823 93,51 APBD 

1.05.01.2.09.01Penyediaan Jasa 136.031.200 129.660.823 95,32 APBD 
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Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

 

29.580.200 25.208.000 85,22 APBD 

1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan 

Bencana Kabupaten/Kota 
39.649.900 39.560.000 99,79 APBD 

1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan 

Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis 

Bencana) 

39.649.900 39.560.000 99,79 APBD 

1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 
653.674.828 374.602.100 57,51 APBD 

1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan 

Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 
213.017.800 11.570.000 5,43 APBD 

1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan 

Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 

333.689.000 268.311.700 80,41 APBD 

1.05.03.2.02.04 Penyedian Peralatan 

Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap 

bencana 

56.039.628 55.122.600 98,36 APBD 

1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas 

Kawasan untuk Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan 

24.160.000 20.884.000 86,44 APBD 

1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana 

Kabupaten/Kota 
26.768.400 18.713.800 69,91 APBD 

5.02.04.1.01 Pelayanan Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban Bencana 
48.309.500 35.737.500 73,98 APBD 

1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik 

Penyelamatan dan Evakuasi Korban 

Bencana Kabupaten/Kota 

48.309.500 35.737.500 73,98 APBD 

TOTAL 5.270.302.683 4.146.908.739 78,68  

 

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 

 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD dan outcome meningkatnya kinerja dan ikhtisar realisasi kienrja 

SKPD rencana menggunakan dana sebesar Rp. 2.930.300, sampai dengan bulan 

Desember 2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 2.919.000 atau 

99,61%, dengan realisasi fisik adalah 100%. 

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 

 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 
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Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN dan outcome meningkatnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN rencana menggunakan dana sebesar Rp. 2.825.361.655, sampai dengan 

bulan Desember 2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 2.294.515.263 

atau 81,21%, dengan realisasi fisik adalah 100%. 

 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan outcome meningkatnya Koordinasi 

dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD rencana menggunakan 

dana sebesar Rp. 1.040.900, sampai dengan bulan Desember 2022 dana yang 

terealisasi/terserap sebesar Rp. 660.000 atau 63,41% dengan realisasi fisik 

adalah 100%. 

 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD 

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan outcome 

meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ Semesteran SKPD rencana menggunakan dana sebesar                   

Rp. 2.824.800, sampai dengan bulan Desember 2022 dana yang 

terealisasi/terserap sebesar Rp. 2.647.400 atau 93,72% dengan realisasi fisik 

adalah 100%. 

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah. 

 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dan outcome meningkatnya 

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor rencana 

menggunakan dana sebesar Rp. 22.219.300, sampai dengan bulan Desember 

2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 21.668.000atau 97,52% dengan 

realisasi fisik adalah 100%. 

 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor dan outcome meningkatnya Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor rencana menggunakan dana sebesar Rp. 36.148.500, 

sampai dengan bulan Desember 2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 

33.661.400 atau 93,12% dengan realisasi fisik adalah 100%. 
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 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor dan outcome meningkatnya Penyediaan Bahan Logistik Kantor rencana 

menggunakan dana sebesar Rp. 70.000.000, sampai dengan bulan Desember 

2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 66.007.500 atau 94,30% dengan 

realisasi fisik adalah 100%. 

 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan dan outcome meningkatnya Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan rencana menggunakan dana sebesar Rp. 28.500.000, sampai 

dengan bulan Desember 2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 

20.640.000 atau 72,42% dengan realisasi fisik adalah 100%. 

 Penyediaan Bahan/Material 

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyediaan Bahan/Material 

dan outcome meningkatnya Penyediaan Bahan/Material rencana menggunakan 

dana sebesar Rp. 6.086.200, sampai dengan bulan Desember 2022 dana yang 

terealisasi/terserap sebesar Rp. 6.025.000 atau 98,99% dengan realisasi fisik 

adalah 100%. 

 Fasilitasi Kunjungan Tamu 

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu 

dan outcome meningkatnya Fasilitasi Kunjungan Tamu rencana menggunakan 

dana sebesar Rp. 5.995.000, sampai dengan bulan Desember 2022 dana yang 

terealisasi/terserap sebesar Rp. 5.690.000 atau 94,91% dengan realisasi fisik 

adalah 100%. 

 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan outcome meningkatnya Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD rencana menggunakan dana sebesar Rp. 

498.795.000, sampai dengan bulan Desember 2022 dana yang 

terealisasi/terserap sebesar Rp. 430.642.835 atau 86,34% dengan realisasi fisik 

adalah 100%. 

4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 

 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya dan outcome meningkatnya Pengadaan Peralatan dan Mesin 
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Lainnya rencana menggunakan dana sebesar Rp. 258.380.000, sampai dengan 

bulan Desember 2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 125.230.000 

atau 48,47% dengan realisasi fisik adalah 100%. 

 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan outcome meningkatnya 

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

rencana menggunakan dana sebesar Rp. 15.115.000, sampai dengan bulan 

Desember 2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 0 atau 0% ini 

dikarenakan keterbatasan realisasi keuangan untuk BPBD sehingga kegiatan ini 

tidak dilaksanakan dan tahun yang akan datang di anggarkan kembali untuk 

pengadaan tersebut. 

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 

 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat dan outcome meningkatnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat rencana 

menggunakan dana sebesar Rp. 2.366.400, sampai dengan bulan Desember 2022 

dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 2.320.000 atau 98,04% dengan 

realisasi fisik adalah 100%. 

 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan outcome meningkatnya 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik rencana 

menggunakan dana sebesar Rp. 73.194.000, sampai dengan bulan Desember 

2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 49.613.918 atau 67,78% dengan 

realisasi fisik adalah 100%. 

 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor dan outcome meningkatnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor rencana menggunakan dana sebesar Rp. 514.100.000, sampai dengan 

bulan Desember 2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 479.900.000 

atau 93,35% dengan realisasi fisik adalah 100%. 

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 

 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. 
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Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan dan outcome meningkatnya Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan rencana menggunakan dana sebesar                Rp. 

136.031.200, sampai dengan bulan Desember 2022 dana yang 

terealisasi/terserap sebesar Rp. 129.660.823 atau 95,32% dengan realisasi fisik 

adalah 100%. 

 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya dan outcome meningkatnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya rencana menggunakan dana sebesar Rp. 29.580.200, sampai dengan 

bulan Desember 2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 25.208.000 atau 

85,22% dengan realisasi fisik adalah 100%. 

7) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota. 

 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Sosialisasi, Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota dan outcome 

meningkatnya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan 

Bencana Kabupaten/Kota rencana menggunakan dana sebesar Rp. 39.649.900, 

sampai dengan bulan Desember 2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 

39.560.000 atau 99,79% dengan realisasi fisik adalah 100%. sosialisasi 

dilaksanakan pada daerah rawan bencana di 4 (empat) desa di Kabupaten Tapin. 

8) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. 

 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota. 

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Pelatihan Pencegahan dan 

Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dan outcome meningkatnya Pelatihan 

Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota rencana menggunakan dana 

sebesar Rp. 213.017.800, sampai dengan bulan Desember 2022 dana yang 

terealisasi/terserap sebesar Rp. 11.570.000 atau 5,43% dengan realisasi fisik 

adalah 100%, Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana ini dilaksanakan di 

Kelurahan Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan dengan jumlah peserta 

sebanyak 40 (empat puluh) orang. 
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 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana Kabupaten/Kota. 

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Pengendalian Operasi dan 

Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 

dan outcome meningkatnya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana 

Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota rencana 

menggunakan dana sebesar Rp. 333.689.000, sampai dengan bulan Desember 

2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar                   Rp. 268.311.700 atau 

80,41% dengan realisasi fisik adalah 100%, kegiatan ini melaksanakan rakor 

kesiapan menghadapi bencana, apel kesiapan menghadapi bencana dan 

pelaksanaan posko gabungan dalam menghadapi bencana di wilayah Kabupaten 

Tapin selama 1 (satu) tahun anggaran 2022. 

 Penyedian Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana. 

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyedian Peralatan 

Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana dan outcome meningkatnya 

Penyedian Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana rencana 

menggunakan dana sebesar Rp. 56.039.628, sampai dengan bulan Desember 

2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 55.122.600 atau 98,36% dengan 

realisasi fisik adalah 100%, Penyedian Peralatan Perlindungan dan 

Kesiapsiagaan terhadap bencana ini diberikan untuk Desa/ Kelurahan Tangguh 

Bencana di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara tujuannya untuk 

mampu dalam menghadapi bencana di desanya tersebut maupun di desa 

terdekatnya. 

 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan. 

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penguatan Kapasitas 

Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan outcome meningkatnya 

Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan rencana 

menggunakan dana sebesar Rp. 24.160.628, sampai dengan bulan Desember 

2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 20.884.000 atau 86,44% dengan 

realisasi fisik adalah 100%, Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan 

dan Kesiapsiagaan ini membentuk Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana di Desa 

Miawa Kecamatan Piani yang beranggotakan sebanyak 40 (empat puluh) orang, 

Destana ini nantinya dibekali dengan pelatihan dan diberikan peralatan untuk 

mampu dalam menghadapi bencana di desanya tersebut maupun di desa 

terdekatnya. 
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 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penanganan Pascabencana 

Kabupaten/Kota dan outcome meningkatnya Penanganan Pascabencana 

Kabupaten/Kota rencana menggunakan dana sebesar Rp. 26.768.400, sampai 

dengan bulan Desember 2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 

18.713.800 atau 69,91% dengan realisasi fisik adalah 100%. kegiatan ini 

dilaksanakan dengan untuk memberi pengetahuan bagi masyarakat tentang 

Pasca Bencana di wilayahnya, pelaksanaan ini dilaksanakan di Kelurahan Raya 

Belanti Kecamatan Binuang sebanyak 40 (empat puluh) orang. kelurahan ini 

mengalami banjir saat bulan januari 2022 sehingga perlu adanya pengetahuan 

yang harus disampaikan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir 

tersebut. 

9) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. 

 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 

Kabupaten/Kota 

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyediaan Logistik 

Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dan outcome 

meningkatnya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban 

Bencana Kabupaten/Kota rencana menggunakan dana sebesar Rp. 48.309.500, 

sampai dengan bulan Desember 2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 

35.737.500 atau 73,98% dengan realisasi fisik adalah 100%. Penyediaan 

Logistik ini disiapkan untuk persediaan apabila terjadi bencana maka akan 

didirikan dapur umum lapangan untuk makan dan minum sehari-hari bagi 

korban selama terjadi bencana yang mana masyarakat tidak bisa beraktifitas 

memasak saat terjadinya bencana, penyediaan logistik juga disiapkan untuk 

bantuan bagi korban bencana Banjir, Tanah longsor, angin puting beliung dan 

kebakaran pemukiman yang terjadi di wilayah Kabupaten Tapin. 

 



 

 

 

 

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN BAB IV 

  

 

 

BPBD Kab.Tapin TA.2022 
 

70 

BAB IV 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPBD Kabupaten Tapin Tahun 

2022 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang 

baik. Laporan ini disajikan setelah mendapatkan Laporan Hasil Evaluasi atas 

implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Kabupaten 

Tapin Tahun 2020 dari Inspektorat Kabupaten Tapin yang ditandatangani pada tanggal 

29 Agustus 2020. Laporan ini bertujuan untuk menyajikan informasi kepada masyarakat 

atas kinerja yang telah dicapai untuk melakukan upaya dalam peningkatan kinerja 

organisasi. 

Pada tahun 2022 BPBD Kabupaten Tapin menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis 

dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Dokumen Perubahan IKU 

Rencana Strategis 2018-2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2022. 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara umum telah memperlihatkan 

pencapaian kinerja yang baik atas sasaran strategisnya. Pencapaian sasaran diperoleh 

dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sehingga dapat diketahui 

keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis organisasi. Untuk 

mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran 

digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut: 

No RentangCapaian Kategori Capaian 

1 Lebih dari 100 % Baik Sekali (BS) 

2 Lebih dari 75% s.d 100% Baik (B) 

3 55% s.d 75% Cukup (C) 

4 Kurang dari 55% Kurang (K) 

 

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis dan 

Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Tapin Tahun 2022, dapat disimpulkan 

bahwa : 
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1. Indikator Kinerja Utama dengan persentase capaian kinerja >100% atau Baik 

Sekali sebanyak 1 (satu) IKU. 

2. Indikator Kinerja Utama dengan persentase capaian kinerja 100% atau dengan 

kategori capaian Baik (B) sebanyak 4 (empat) IKU. 

3. Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2022 BPBD Kabupaten Tapin 

adalah sebesar 101%. 

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap 

beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra BPBD Kabupaten Tapin Tahun 

2018 - 2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022, dapat dipenuhi sesuai dengan 

harapan. BPBD Kabupaten Tapin akan terus berupaya melalui motivasi, kerja keras, 

kerjasama dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak yang terkait. Dengan 

tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan 

gambaran Kinerja BPBD Kabupaten Tapin kepada pihak-pihak terkait baik sebagai 

stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi 

aktif untuk membangun Kabupaten Tapin. 

Demikian penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin, semoga dapat memberikan 

informasi yang memadai mengenai kondisi dan pencapaian yang telah dilakukan serta 

dapat menjadi bahan evaluasi untuk masa yang akan datang. 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN  

 

 

BPBD Kab.Tapin TA.2021 
 64 

 

L 

A 

M 

P 

I 

R 

A 

N 



 
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
Jalan Haryono MT.  No. 04 Telp. (0517) 31267 Fax. 31267 

RANTAU – 71111 KALIMANTAN SELATAN 

 
KEPUTUSAN 

 KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KABUPATEN TAPIN 

NOMOR   : 970/15/BPBD/2022 

TENTANG 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN 

TAHUN 2022 

 

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KABUPATEN TAPIN, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan 

Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara, maka perlu menetapkan Indikator 

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  

dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan 

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 dengan 

Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Tapin; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II   Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 

Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,  

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran  

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  



 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 80); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman 

Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu atas Laporan  Kinerja  Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1842); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi  

Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

 



 

 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan    : 

KESATU               : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 

KEDUA                 : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran 

kinerja yang digunakan Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Tapin untuk 

menetapkan rencana kinerja tahunan, 

menyampaikan rencana kerja dan anggaran, 

menyusun laporan kinerja serta melakukan 

evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan 

dokumen renstra.  

KETIGA               :   Keputusan Kepala Pelaksana Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin 

ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Rantau 

Pada tanggal  15 Februari  2022 

 

KEPALA PELAKSANA 

BPBD KAB. TAPIN, 

 

 

H. SAID ABDUL NASIR,S.IP, MM 

NIP. 19640612 198601 1 004 

 

 

 

 

 

Tembusan : 

Inspektur  Kab. Tapin 

 



Lampiran SK Penetapan Indikator Kinerja Utama 
BPBD Kabupaten Tapin 
Nomor  : 970 / 15 / BPBD /  2022 
 

No Kinerja Utama 
Indikator Kinerja 

Utama 
Form Perhitungan Penjelasan 

1 2 3 4 5 

1 
Menurunkan Indeks 

Risiko Bencana 
Indeks Risiko 

Bencana 

 
 
 

Risiko = Indeks Risiko Bencana, Hazard = Bahaya, Vulnerability = 
Kerentanan, Capacity = Kapasitas. 
untuk penilaian poin : Rendah (0 - 0,33), Sedang (0,34 - 0,66), Tinggi : 
(0,67 - 1), apabila semakin rendah nilai yang didapatkan maka akan 
tercapai Indeks Risiko Bencana. 

2 

Meningkatkan Indeks 
Kapasitas Daerah 

dalam 
penanggulangan 

bencana 

Indeks Kapasitas 
Daerah 

IK=(0,6xKesiapsiagaan)+(0,4xKetahanan) 

Indeks Kapasitas adalah nilai gabungan antara Indeks Kesiapsiagaan 
Masyarakat dan Indeks Ketahanan melalui 7 Indikator Prioritas dengan 
71 indikator, Untuk penilaian skor : Rendah : 0,33, sedang : 0,66 dan 
tinggi : 1 

3 
Memastikan Pasca 
Bencana tertangani 

Persentase 
Lokasi 

Terdampak yang 
ditangani 

 

Jumlah lokasi terdampak yang ditangani adalah jumlah kejadian pasca 
bencana yang telah dilakukan kajian perhitungan kerugian dan telah 
direkomendasikan ke instansi yang berwenang dalam penanganan 
pasca bencana. 
Jumlah Lokasi terdampak adalah jumlah lokasi kejadian bencana yang 
telah merugikan sarana prasarana, jalan, jembatan dan fasilitas umum 

4 
Tertanganinya 

kebakaran hutan dan 
lahan yang terbakar 

Persentase Luas 
hutan dan Lahan 
yang Terbakar 

 
 

Luas hutan dan lahan yang terbakar adalah jumlah hektar (ha) luas 
hutan dan lahan terbakar yang oleh faktor alam maupun dengan 
sengaja yang dilakukan pemadaman maupun sudah padam. 
Luas hutan dan lahan di Kabupaten  adalah jumlah hektar (ha) Luas 
Kawasan hutan yang terdapat pada Update RTRW Kabupaten Tapin 
Tahun 2021. 

5 
Tertanganinya 

kebakaran hutan dan 
lahan yang di bakar 

Persentase Luas 
hutan dan Lahan 

yang di bakar 

 

 

Luas hutan dan lahan yang dibakar adalah jumlah hektar (ha) luas 
hutan dan lahan dibakar dengan sengaja oleh individu/ kelompok/ 
korporasi yang dilakukan pemadaman maupun sudah padam. 
Luas hutan dan lahan di Kabupaten  adalah jumlah hektar (ha) Luas 
Kawasan hutan yang terdapat pada Update RTRW Kabupaten Tapin 
Tahun 2021. 

 

KEPALA PELAKSANA 
BPBD KAB. TAPIN, 
 
 
 
 

H. SAID ABDUL NASIR,S.IP, MM 

NIP. 19640612 198601 1 004 



 

 

 



 

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
Jalan Haryono MT.  No. 04 Telp. (0517) 31267 Fax. 31267 

RANTAU – 71111 KALIMANTAN SELATAN 

 

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KABUPATEN TAPIN 

NOMOR : 970/ 14 / BPBD / 2022 
 

TENTANG 
TIM PENYUSUNAN DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 

INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) 

 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KABUPATEN TAPIN 
 

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KABUPATEN TAPIN KABUPATEN TAPIN, 

 

Menimbang :  a .   Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 
lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Tapin; 

b .   Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden 
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dipandang perlu untuk 
membentuk Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP lingkup 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin; 

c .  Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun 
dan Penerapan SAKIP Tahun 2021 dengan Keputusan 
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Tapin; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang 
Pembentukkan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat 
II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara 
Republik Indonesia 965 Nomor 51), Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2756; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Adminstrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 



 

 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukkan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018 tentang Perubahan  Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukkan 
Produk Hukum Daerah; 

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 
Review Atas Laporan Kinerja; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Derah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin 
Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 
peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja perangkat 
Daerah Kabupaten Tapin; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023. 



 

 

MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan:  
KESATU :  Membentuk TimSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Keputusan ini; 

 
KEDUA :  Memerintahkan kepada tim untuk menyiapkan bahan-bahan yang 

diperlukan dalam Penilaian Evaluasi SAKIP secara berkala dengan 
sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada kepada Kepala 
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Tapin;  

 
 
KETIGA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas : 
                                                       . 

1. Melakukan penyelarasan kebijakan perencanaan, 
penganggaran dan pelaporan kinerja; 

2. Melakukan sinkronisasi Rencana Strategis Badan dengan 
Rencana Strategis Daerah; 

3. Melakukan sinkronisasi penyusunan Indikator Kinerja 
Badan dengan Indikator Kinerja Daerah; 

4. Melakukan sinkronisasi penyusunan pohon kinerja pejabat; 
5. Melakukan sinkronisasi penyusunan perjanjian kinerja 

pejabat; 
6. Menyusun data capaian kinerja per triwulan; 
7. Menyusun laporan kinerja; 
8. Merumuskan kebijakan mengenai evaluasi kinerja; 
9. Melakukan pemantapan implementasi Sistem 

Akuntabilitaas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis 
teknologi informasi. 

10. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerinta (SAKIP) meliputi: Perencanaan 
Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, 
Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan 
Pelaporan Kinerja di lingkungan BPBD Kabupaten Tapin; 

11. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan 
penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana 
Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan 
Pelaporan Kinerja; 

12. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja 
yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian 
kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan 
Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang 
berlaku; 

13. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana 
Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan 
Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku; 

14. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala 
Pelaksana BPBD Kabupaten Tapin. 

 



 

 

KEEMPAT :  Dalam melaksanakan tugas, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

  
KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku 

sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dengan ketentuan 
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan 
diperbaiki sebagaimana mestinya. 

   
 
 
 

Ditetapkan di Rantau 
Pada tanggal 14 Februari 2022 

 
Kepala Pelaksana  
BPBD Kabupaten Tapin, 

 
     
        
    

H. SAID ABDUL NASIR,S.IP, MM 

NIP. 19640612 198601 1 004 
 
 
 
 
 
 
 
Tembusan disampaikan kepada Yth : 
1. Bupati Tapin; 
2. Wakil Bupati Tapin; 
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin; 
4. Inspektor Kabupaten Tapin; 
5. Yang bersangkutan 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lampiran: Keputusan Kepala Pelaksana BPBD  
    Kabupaten Tapin 
Nomor   : 970/ 14 /BPBD /2022 
Tanggal :14 Februari 2022 

 
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN 
 

NO. KEDUDUKAN DALAM TIM KEDUDUKAN DALAM JABATAN 

1. Pengarah Reformasi Birokrasi Kepala Pelaksana 

2. Penanggung Jawab SAKIP 
 

Sekretaris  
 

3. Sekretaris 
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan 
Pelaporan 

4. Anggota 
Kepala Bidang Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan  

5. Anggota Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik 

6. Anggota 
Kepala Bidang Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi 

7. Anggota 
Kepala Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian  

8. Anggota Kepala Sub Bagian Keuangan 

9. Anggota Kepala Sub Bidang Pencegahan 

10. Anggota Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan 

11. Anggota Kepala Sub Bidang Kedaruratan 

12. Anggota Kepala Sub Bidang Logistik  

13. Anggota Kepala Sub Bidang Rehabilitasi 

14. 
 

Anggota Kepala Sub Bidang Rekonstruksi 

15. Anggota Analis Mitigasi Bencana 

16. 
Anggota 

Pranata Bencana 

 
Kepala Pelaksana 
BPBD Kabupaten Tapin, 

 
 
 
 

H. SAID ABDUL NASIR,S.IP, MM 

NIP. 19640612 198601 1 004 





























































































































































































INDIKATOR

Indeks Risiko Bencana

Indeks Kapasitas Daerah

Persentase Lokasi Terdampak yang 

ditangani

Persentase Luas hutan dan Lahan 

yang Terbakar

Persentase Luas hutan dan Lahan 

yang dibakar

KINERJA UTAMA INDIKATOR

Kelancaran pelayanan administrasi 

perkantoran.

Persentase unit Kerja yang 

mendapatkan pelayanan administrasi 

perkantoran

KINERJA UTAMA INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR

Tercatat, terlapor dan terbahasnya 

realisasi kinerja dan keuangan BPBD.

Persentase laporan capaian kinerja 

dan keuangan yang disusun dan 

dilaporkan tepat waktu.

Meningkatnya Cakupan Jumlah 

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Persentase Desa/kelurahan 

Tangguh Bencana

Persentase Penanganan Darurat 

Bencana

Persentase Penanganan Pemulihan 

Pascca Bencana

Meningkatnya Pengetahuan 

Masyarakat yang mendapatkan 

informasi kebencanaan

Persentase Masyarakat yang 

mendapatkan informasi 

kebencanaan

Persentase Sarana Prasarana dan 

SDM dalam penanganan bencana

Meningkatnya masyarakat dan 

aparatur yang terlatih untuk 

kesiapsiagaan terhadap bencana  

Persentase masyarakat dan 

aparatur yang terlatih untuk 

kesiapsiagaan terhadap bencana

Persentase korban bencana yang 

tertangani

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA INDIKATOR

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA INDIKATOR

Masyarakat yang mendapatkan 

informasi kebencanaan

Persentase Masyarakat yang 

mendapatkan informasi kebencanaan

Terbentuknya Desa/Kelurahan 

Tangguh Bencana

Persentase Desa/kelurahan 

Tangguh Bencana

Respon Cepat Darurat 

Penanganan Bencana 

kurang dari 24 Jam setelah 

kejadian

Persentase Respon Cepat 

Darurat Penanganan 

Bencana kurang dari 24 

Jam setelah kejadian

Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi 

Korban Bencana

Persentase korban bencana yang 

tertangani

Pemulihan Pasca Bencana yang 

ditangani

Persentase  Pemulihan Pascca 

Bencana yang ditangani

Peningkatan Aparatur Jitu 

Pasna

Persentase Jumlah 

Aparatur yang mengikuti 

Jitu Pasna

Menyusun data 

kepegawaian, evaluasi, 

serta administrasi 

kepegawaian

Persentase Pegawai Yang 

Administrasi 

Kepegawaiannya dilayani 

Secara Tertib

Masyarakat dan aparatur yang 

terlatih untuk kesiapsiagaan 

terhadap bencana  

Persentase masyarakat dan 

aparatur yang terlatih untuk 

kesiapsiagaan terhadap bencana  

Sarana Prasarana dan SDM dalam 

penanganan bencana

Persentase Sarana Prasarana dan 

SDM dalam penanganan bencana 

yang terlatih

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA INDIKATOR

Tersedianya Dokumen Masyarakat yang 

mendapat informasi kebencanaan

Persentase Dokumen Masyarakat yang 

mendapat informasi kebencanaan

Tersedianya Dokumen Logistik dan 

Peralatan yang tercatat dengan baik

Persentase Dokumen Logistik dan 

Peralatan yang tercatat dengan baik

Tersedianya Dokumen Pemulihan 

Pasca Bencana

Persentase Dokumen Pemulihan 

Pasca Bencana

Tersedianya Dokumen 

Aparatur Jitu Pasna yang 

bersertifikat

Persentase Dokumen 

Aparatur Jitu Pasna yang 

bersertifikat
Tersedianya dokumen aset 

yang tercatat dengan baik  

Persentase dokumen aset 

yang tercatat dengan baik

Tersedianya laporan 

pertanggungjawaban 

bendahara pengeluaran 

dan laporan realisasi 

pelaksanaan APBD yang 

akurat dan akuntabel 

Persentase laporan 

pertanggungjawaban 

Bendahara Pengeluaran 

dan Laporan Realisai 

Pelaksanaan APBD yang 

akurat dan akuntabel

Tersedianya sarana dan 

prasarana perkantoran 

dalam kondisi baik dan 

bersih

Persentase sarana dan 

prasarana perkantoran 

dalam kondisi baik dan 

bersih

KEPALA PELAKSANA

Meningkatnya Penanganan Darurat Bencana
Meningkatnya Penanganan Pemulihan 

Pasca Bencana

KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

KINERJA UTAMA

Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan 

yang dibakar

Menurunkan  Indeks Risiko Bencana

Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah 

dalam penanggulangan bencana

Memastikan Pasca Bencana tertangani

Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan 

yang terbakar

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

KASI. PENCEGAHAN

KINERJA UTAMA KINERJA UTAMA

KASI. LOGISTIK KASI. REHABILITASI KASI. REKONSTRUKSIKASI. KESIAPSIAGAAN

Meningkatanya Sarana Prasarana dan SDM 

dalam penanganan bencana

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar 

bagi Korban Bencana

KASI. KEDARURATAN

Tersedianya Sarana dan Prasarana 

Kerja aparatur yang baik.

Persentase Sarana dan Prasarana 

Aparatur dalam kondisi baik.

SEKRETARIS

KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN KASUBBAG. KEUANGANKASUBBAG. PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Persentase dokumen perencanaan 

dan pelaporan sesuai standar

Dokumen administrasi 

keuangan SOPD yang 

akuntabel

Persentase dokumen 

laporan keuangan yang 

akuntabel

Merencanakan dan 

mengadakan sarana dan 

prasarana serta 

administrasi perkantoran

Persentase Aset, 

Dokumentasi Surat 

Menyurat, sarana dan 

prasarana yang baik

Dokumen perencanaan dan pelaporan 

kinerja SOPD sesuai standar

STAF SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIANSTAF SUB LOGISTIK STAF  SUBBAG. KEUANGANSTAF SUB. PENCEGAHAN STAF SUB REHABLITASI STAF SUB REKONSTRUKSI



CROSSCUTTING 



  

Menurunkan 
Indeks Risiko 

Bencana 

 

Program : 
Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

BPBD 

Penyebaran Informasi Kebencanaan 

KOMINFO 

Sekolah Siaga Bencana 

Dinas Pendidikan 

Program : 
Penataan wilayah dan tata ruang 

DPUPR 

Nelayan Peduli Api 

Dinas Perikanan  

Program : 
Pembentukan Kawasan Desa/ 

Kelurahan Tangguh Bencana 

DPMD Kampung Iklim 

DLH 

Program : 
Kampung Siaga Bencana, Pemenuhan 

Kebutuhan Dasar, TAGANA 

Dinas Sosial 

Masyarakat Peduli Api dan 
Brigade Pertanian Tapin 

Dinas Pertanian 

Pemenuhan Pangan dalam keadaan 

darurat 

Ketahanan Pangan 
Penetapan Perda penanggulangan 

bencana 

TNI, POLRI, Dunia Usaha, 
Relawan/masyarakat, instansi 
terkait 

Forum Pengurangan Risiko Becnana 

Program : 
Penyediaan energi Listrik pada saat 

tanggap darurat 

PLN 

Program : 
Penyediaan sarana air bersih saat tanggap 

darurat bencana 

PDAM 

DPRD 

Penanganan Darurat Bencana 

RSUD/ Dinas Kesehatan 



 

  

  

Meningkatkan 
Indeks Kapasitas 

Daerah dalam 
penanggulangan 

bencana 

Program : 
Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

BPBD 

Penyebaran Informasi Kebencanaan 

KOMINFO 

Sekolah Siaga Bencana 

Dinas Pendidikan 

Program : 
Penataan wilayah dan tata ruang 

DPUPR 

Nelayan Peduli Api 

Dinas Perikanan  

Program : 
Pembentukan Kawasan Desa/ 

Kelurahan Tangguh Bencana 

DPMD Kampung Iklim 

DLH 

Penanganan Darurat Bencana 

RSUD/ Dinas Kesehatan 

Program : 
Kampung Siaga Bencana, Pemenuhan 

Kebutuhan Dasar, TAGANA 

Dinas Sosial 

Masyarakat Peduli Api dan 
Brigade Pertanian Tapin 

Dinas Pertanian 

Pemenuhan Pangan dalam keadaan 

darurat 

Ketahanan Pangan 
Penetapan Perda penanggulangan 

bencana 

DPRD 

TNI, POLRI, Dunia Usaha, 
Relawan/masyarakat, instansi 
terkait 

Forum Pengurangan Risiko Becnana 

Program : 
Penyediaan energi Listrik pada saat 

tanggap darurat 

PLN 

Program : 
Penyediaan sarana air bersih saat tanggap 

darurat bencana 

PDAM 



  

Tertanganinya 
kebakaran hutan 
dan lahan yang 

terbakar 

Program : 
Penanganan Bencana 

BPBD 

Penegakan Hukum 

POLRES 

Penanganan Karhutla 

KODIM 

Program : 
Pelayanan Pemadaman, Penyelamatan 

dan Evakuasi  Korban 

SATPOL PP & KAR 

Penanganan karhutla/Pemadaman 

Barisan Pemadam 
Kebakaran/Relawan 

Program : 
Penegakan Hukum 

Pengadilan Negeri Penegakan Hukum 

Kejari 

Pencegahan dan Penanganan Karhutla 

KLHK (Manggala Agni) 

Program : 
Penanganan Kesehatan akibat Karhutla 

Dinas Kesehatan 

Masyarakat Peduli Api dan 
Brigade Pertanian Tapin 

Dinas Pertanian 

Pencegahan dan Penanganan Karhutla 

Dunia Usaha 



  

Tertanganinya 
kebakaran hutan 
dan lahan yang 

dibakar 

Program : 
Penanganan Bencana 

BPBD 

Penegakan Hukum 

POLRES 

Penanganan Karhutla 

KODIM 

Program : 
Pelayanan Pemadaman, Penyelamatan 

dan Evakuasi  Korban 

SATPOL PP & KAR 

Penanganan karhutla/Pemadaman 

Barisan Pemadam 
Kebakaran/Relawan 

Program : 
Penegakan Hukum 

Pengadilan Negeri Penegakan Hukum 

Kejari 

Pencegahan dan Penanganan Karhutla 

KLHK (Manggala Agni) 

Program : 
Penanganan Kesehatan akibat Karhutla 

Dinas Kesehatan 

Masyarakat Peduli Api dan 
Brigade Pertanian Tapin 

Dinas Pertanian 

Pencegahan dan Penanganan Karhutla 

Dunia Usaha 



 

 

Memastikan 

Pasca Bencana 

tertangani 

  

  

Program : 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

BPBD 

Program : 
• Pemenuhan kebutuhan dasar 

masyarakat  saat terjadi 
bencana maupun pasca 
bencana 

Dinas Sosial 

Program : 
• Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

infrastruktur dan fasilitas 
umum Pasca Bencana 

Dinas PUPR 

Program : 
• Peningkatan perumahan layak 

huni pasca bencana. 

DISPERKIM 

Program : 
• Peningkatan pendapatan 

petani pasca bencana 

Dinas Pertanian 

Program : 
• Menjaga stabilitas harga gabah 

petani pasca bencana 

Dinas Ketahanan Pangan 

Program : 
• Peningkatan peran perempuan 

akibat pasca bencana 

DP3A 

Program : 
• Penghijauan kembali akibat 

pasca bencana 

DLH 

Program : 
• Peningkatan kesehatan 

masyarakat  Pasca Bencana 

Dinas Kesehatan 

Program : 
• Peningkatan akses pendidikan 

pasca bencana 

Dinas Pendidikan 






























